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Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan 
Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
xi 
 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  




a dan i 
 
  














Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 



















a dan garis di 
atas 
  













u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 







Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 




NAMA : WAHYUDI SAHRI  
NIM : 10100113080 
JUDUL SKRIPSI : PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF 
ORMAS ISLAM (studi Nahdlatul Ulama’, Muhammadiyah, 
dan Wahdah Islamiyah) 
Skripsi ini membahas tentang pandangan ormas islam terhadap pemimpin 
non muslim. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat 
tentang pandangan tokoh ormas Islam terhadap hukum memilih non muslim 
sebagai pemimpin serta mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat tokoh-
tokoh ormas Islam mengenai kepemimpinan seorang non muslim, Dengan 
demikian penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan ormas islam 
terhadap seorang muslim yang memilih non muslim sebagai pemimpin serta 
bagaimana pandangan ormas islam terhadap pemimpin non muslim. penelitian 
bertempat di PCNU kota Makassar, PD Muhammadiyah  kota Makassar, DPD 
Wahdah Islamiyah kota Makassar dan DPP Wahdah islamiyah. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif 
yang berlokasi di PCNU kota Makassar, PD Muhammadiyah  kota Makassar, 
DPD Wahdah Islamiyah kota Makassar dan DPP Wahdah islamiyah. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. 
Hasil penelitian kali ini ialah terdapat perbedaan pendapat dikalangan 
tokoh ormas islam mengenai hukum memilih non muslim sebagai pemimpin, 
haram memilih non muslim sebagai pemimpin, selanjutnya mengatakan bahwa 
pengharaman memilih non muslim menjadi pemimpin hanya berlaku ketika posisi 
umat islam sebagai mayoritas di daerah tersebut, adapula yang mengatakan bahwa 
pengharaman tersebut hanya berlaku bagi kepala Negara tidak bagi kepala daerah, 
dan pendapat berikutnya adalah boleh memilih non muslim sebagai pemimpin jika 
calonnya tidak ada dari kalangan umat islam dengan mempertimbangkan 
kemashlahatan yang akan diberikan kepada umat islam.  
Kedudukan non  muslim dalam islam sangat dihormati dan kita sebagai 
umat islam berkewajiban melakukan interaksi yang baik dan menunjukkan akhlak 
seperti akhlaknya rasulullah saw dengan non muslim, sepanjang mereka tidak 





A. Latar Belakang Masalah 
Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat 
besar, bukan hanya menjadi pengarah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat 
oleh manusia. Tetapi ia merupakan khalifah di dunia yang berperan mengomandoi 
dan mengarahkan umat manusia agar mereka melaksanakan aturan dan hukum 
Allah. 
Dalam era globalisasi ini, masalah kepemimpinan bukan hanya masalah 
lokal atau wilayah suatu negara saja, teteapi Pengangkatan seorang pemimpin 
lebih banyak dipengaruhi oleh permasalahan politik dunia. Apalagi dengan 
adanya sistem demokrasi, seorang  pemimpin yang akan diangkat adalah yang 
mempunyai dukungan terbanyak. 
Al-Qur'an adalah kitab pedoman dan tuntunan bagi manusia dalam 
mengatur kehidupannya. Al-Qur'an telah memberikan aturan-aturan umum atau 
prinsip-prinsip dasar terhadap  permasalahan hidup. Ketika al-Qur"an berbicara 
masalah kepemimpinan maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang  umum 
makna dan cakupannya. 
Tidak ditemukan dalam al-Quran kata rais, mudir, atau amir untuk 
pemimpin serta ayat yang secara sharih memerintahkan atau mengatur cara 
pemilihan rais, amir atau mudir tersebut. Ketika berbicara masalah kepemimpinan 
maka bahasa yang digunakan adalah auliya dan ulil amri. Kata auliya adalah 





penolong, teman dekat, halif (orang yang bersumpah untuk saling menolong), 
yang dicintai, yang mengikuti, yang menta'ati, penanggung jawab dan kerabat.1 
Namun menurut para mufassir baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, 
auliya bisa ditafsirkan dengan para pemimpin. Menurut penulis, al-Qur'an 
memakai kata auliya, karena pada hakikatnya seorang pemimpin dalam Islam 
adalah pemandu dan penolong umat menuju kebenaran. 
Seorang pemimpin dalam Islam harus memperlakukan Rakyatnya seperti 
ia memperlakukan kerabatnya sendiri, bukan hanya seseorang amir (pemerintah) 
atau rais (yang mengepalai) atau mudir (pengendali). Pemimpin dalam Islam tidak 
menyebabkan derajatnya berbeda dengan umatnya, tetapi ia diangkat untuk 
mengayomi umat dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah swt di 
bumi. 
Untuk lebih jelasnya penulis mengutip beberapa ayat al-Qur'an yang 
berbicara tentang kepemimpinan seperti berikut 
1. Surat Ali Imran ayat 28  
                      
                  
                   
 
Terjemahnya: 
“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 
wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat 
demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena 
                                                          





(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah 
kembali (mu).2 
 
Ayat ini menurut Ibnu Abbas turun berkenaan dengan peristiwa adanya 
hubungan akrab antara orang Yahudi al-Hajjaj bin Amar, Kahmas bin Abi al-
Hagiq dan Qais bin Zaid dengan beberapa orang anshar. Hubungan itu untuk 
menimbulkan fitnah dalam agama Maka beberapa orang sahabat seperti Rifa'ah 
bin al-Munzir Abdullah bin Jubair dan Sa'id bin Khaitsamah menasehati mereka 
agar menjauhi orang Yahudi tersebut dan waspada terhadap fitnah mereka. 
Namun mereka enggan untuk mengikuti nasehat mereka dan tetap saja 
mengadakan hubungan akrab dengan mereka, maka Allah menurunkan ayat ini.3 
Menurut riwayat Jubair bin al Dahhak dari Ibnu Abbas Ayat ini turun 
berkenaan dengan tindakan 'Ubadah bin Shamit ketika terjadi perang al-Ahzab. 
'Ubadah pemah mengikat perjanjian untuk saling membantu dengan lima ratus 
orang Yahudi, maka ketika perang 'al-Ahzab tersebut ia berinisiatif dan 
mengusulkan kepada Rasulullah untuk minta bantuan mereka menghadapi musuh. 
Maka Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut.4 
Ayat ini secara sharih melarang orang-orang yang beriman menjadikan 
orang kafir menjadi wali. Kalau dilihat asbab al-nuzul yang diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas, ayat ini. yang dimaksud menjadikan wali adalah menjalin hubungan 
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akrab dengan mereka (Yahudi) Sehingga wali itu dijadikan tempat meminta 
nasehat dan tempat bercerita, termasuk hal-hal yang sangat pribadi. 
Kalau dilihat dari asbab al-nuzul riwayat Jubair, maka larangan 
menjadikan mereka wali maksudnya adalah meminta bantuan kepada. mereka 
dalam menghadapi musuh. Namun menurut Abdurrahman al-Sa'di larangan di sini 
tidak hanya terbatas seperti dalam asbab al-nuzul, tetapi mencakup larangan untuk 
menjadikan mereka pemimpin diwilayah kaum muslimin. 
Ayat ini juga memberikan pengecualian. Ketika seseorang terpaksa untuk 
berwali kepada non muslim, maka dalam rangka menjaga jiwanya ia dibolehkan 
Allah mengakui hal tersebut secara lahir, tetapi tidak secara batin. 
2.  Surat al-Nisa' ayat  144 
                         
                     
Terjemahnya: 
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang 
kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah 
kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)5 
 
As-Saddi menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua 
orang lelaki. Salah seorang dari keduanya berkata kepada lainnya sesudah Perang 
Uhud, "Adapun saya, sesungguhnya saya akan pergi kepada si Yahudi itu, lalu 
saya berlindung padanya dan ikut masuk agama Yahudi bersamanya, barangkali ia 
berguna bagiku jika terjadi suatu perkara atau suatu hal." Sedangkan yang lainnya 
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menyatakan, "Adapun saya, sesungguhnya saya akan pergi kepada si Fulan yang 
beragama Nasrani di negeri Syam, lalu saya berlindung padanya dan ikut masuk 
Nasrani bersamanya. 
Ayat ini secara sharih juga melarang orang mukmin menjadikan orang 
kafir sebagai wali. Dan Allah mengancam orang yang melakukan itu dengan 
siksaan-Nya.Ayat ini berhubungan dengan masalah orang munafiq, yang tidak 
punya pendirian. Karena itu al-Syaukani menafsirkan ayat ini dengan mangatakan, 
Jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu tempat curhat dan membuka rahasia 
seperti yang dilakukan oleh orang munafik terhadap orang-orang kafir. 
3. Surat al-Maidah ayat 51 
                      
                     
           
Terjemahnya: 
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang 
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian 
mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara 
kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang 
itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim.6 
 
Di dalam sabda rasulullah saw juga disampaikan yang diriwayatkan dari 
Auf Bin Malik 
Artinya: 
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”Diriwayatkan dari Auf bin Malik dari Rasulullah saw, beliau berkata  
" Sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan 
merekapun mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamupun 
mendoakannya. Dan seburuk-buruk pemimpin kamu adalah mereka 
yang kamu benci dan kamupun dibenci oleh mereka, kamu melaknat 
mereka dan merekapun melaknat kamu ". Lalu ditanyakan kepada 
Rasulullah saw. Apakah tidak sebaiknya kamu perangi saja mereka 
dengan pedang? Beliau menjawab: jangan, selama mereka mendirikan 
sholat. Dan apabila kamu nielihat dari pemimpinmu sesuatu yang 
kamu benci,bencilah perbuatannya dan jangan kamu melepaskam diri 
dari ketaatan. (HR Muslim.)7  
 
Kata-kata menunjukkan bahwa, tidak diizinkan membangkang 
terhadap pemimpin (khalifah) dengan semata-mata kezaliman dan 
kefasikannya selagi ia mendirikan sholat. Dan kaum mukmimin dianjurkan 
mencari pemimpin yang mereka cintai dan selalu mendoakan mereka. Hal ini 
tentu lebih layak ditujukan kepada sesama muslim dari pada terhadap orang 
non muslim. 
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pemimpin Non 
Muslim Dalam Perspektif Ormas Islam (Studi Nahdlatul Ulama, 
Muhammadiyah Dan Wahdah Islamiyah). Penelitian ini berupaya menjawab 
kebingungan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tentang kepemimpinan 
seorang non muslim serta kekhawatiran ketika memilih pemimpin non muslim. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni: 
Pemimpin Non muslim Dalam Persepektif Ormas Islam (Studi Nahdlatul 
Ulama’, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah) 
                                                          





1. Pemimpin artinya orang yang memimpin8 
2. Non muslim artinya seseorang selain dari agama Islam (muslim) 
3. Perpektif bermakna  pengharapan, peninjauan, tinjauan, pandangan luas9 
4. Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang 
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan 
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan 
tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 
5. Islam artinya agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw, 
berpedoman kepada kitab suci alquran yang diturunkan kedunia melalui 
wahyu allah swt.10 
Penelitian ini dilakukan di lembaga kemasyarakatan atau organisasi 
kemasyarakatan yang kemudian disingkat menjadi ormas, ormas Islam yang 
menjadi objek penelitian yaitu nahdlatul ulama’, muhammadiyah dan wahdah 
Islamiyah. Berdasarkan depskripsi fokus penelitian tersebut, dapat dipahami 
bahwa fokus penelitian ini berfokus pada pendefinisian ormas Islam mengenai 
pemimpin non muslim serta hukum yang dikenakan bagi seorang muslim yang 
memilih pemimpin non muslim. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan deskripsi fokus yang telah 
dikemukakan, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pandangan Ormas Islam Terhadap Seorang Muslim Yang 
Memilih Non Muslim Sebagai Pemimpin ? 
2. Bagaimana Pandangan Ormas Islam Terhadap  Pemimpin Non 
Muslim ? 
D. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil 
penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan wali aḍal diantaranya: 
Pertama, Resti hedi juwanti. KEPEMIMPINAN TRANSGENDER DALAM 
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF, skripsi ini membahas 
pandangan fiqih siyasah yang dibandingkan dengan hokum positif  tentang 
kepemimpinan transgender, dalam skripsi ini juga menampilkan dan menjelaskan 
hak politik bagi transgender 
Kedua, yongki nendi kristiannando, SYARAT KEPALA NEGARA 
MENURUT AL-MAWARDI DAN AL-GHAZALI, skripsi ini menyimpulkan 
bahwa menurut kedua tokoh diatas haruslah memiliki ilmu pengetahuan, 
perbedaannya : menurut almawaardi syarat seseorang menjadi pemimpin harus 





ghazali syarat untuk menjadi seorang kepala Negara tidak harus mencapai 
tingkatan mujtahid dan harus memiliki ilmu agama dan ilmu umum 
Ketiga, marzuki, MEMILIH PEMIMPIN YANG BENAR PERSPEKTIF 
ISLAM, MAKALAH INI MENJELASKAN TENTANG HUBUNGAN DALAM 
BERNEGARA, HUBUNGAN DALAM BERMASYARAKAT SERTA 
HUBUGAN ANTAR KELOMPOK, dalam makalah ini marzuki juga 
memberikan penjelasan betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk tidak 
melakukan golput dalam setiap pemilu baik pilpres, legislatif maupun pilkada, 
menurutnya jika seorang muslim melakukan tindakan golput dalam setiap pemilu 
maka besar kesempatan bagi orang zhalim dan non muslim untuk menjadi kepala 
daerah atau kepala Negara (pemimpin)11 
Keempat, wahyu naldi, PENAFSIRAN TERHADAP AYAT-AYAT 
LARANGAN MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM AL-QUR’AN 
(studi komparasi antara M. Quraish shihab dan sayyid Quthb), skripsi  ini 
menjelaskan dan membandingkan penafsiran dua mufassir, yakni Quraish Shihab 
dan Sayyid Quthb, terhadap ayat-ayat larangan memilih pemimpin Non-Muslim. 
Pemilihan tema ini didorong oleh fenomena di masyarakat yang menjadikan ayat-
ayat tersebut sebagai dalil larangan memilih pemimpin Non- Muslim. Sementara 
itu penafsiran dua tokoh dipilih untuk mengetahui bagaimana pemahaman kedua 
mufassir tersebut serta membuktikan seberapa besar lingkungan kehidupan 
seorang mufassir mempengaruhi arah dan kecenderungan penafsirannya. Hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: di antara kedua mufassir dalam memahami 
                                                          






ayat-ayat tersebut lebih banyak perbedaan dari pada persamaan dari hasil 
penafsirannya. Dari segi penyajian Sayyid lebih ke pada bernuansa pergerakan 
yang dibungkus dengan bahasa sastra dan cenderung tegas bahkan keras. Dalam 
memahami ayat-ayat tersebut Sayyid cendrung tekstualis. Dibandingkan dengan 
Quraish Shihab lebih terbuka penuh toleran dan memahami ayat-ayat tersebut 
dengan holistik dan kontekstualis. Adapun perbedaan antara keduanya lebih 
disebabkan oleh situasi dan kondisi, latar belakang sosial, pendidikan, politik, 
bahkan keterpengaruahan psikologis yang berbeda. Sehingga hasil penafsiran dari 
keduanya sangat bertolak belakang sekali. Sayyid dengan tegas melarang orang 
Islam memilih pemimpin dari Non-Muslim sedangkan Quraish memberikan 
peluang bagi Non-Muslim menjadi pemimpin bagi orang Islam dengan 
persyaratan-persyaratan tertentu. Sehingga penafsiran Quraish lebih cocok dan 
relevan diterapkan di Indonesia sebagai negara prlural yang berasaskan Pancasila 
dan UUD 1945. 
Kelima, Arwadi. POLITIK ISLAM ANTARA MASA ORDE BARU DAN 
MASA REFORMASI (Studi Komparatif Gerakan Partai Politik Islam). Skripsi ini 
membahas perbandingan mengenai politik islam antara masa orde baru dan masa 
reformasi, adapun pembahsan dalam skripsi ini mengenai kebijakan dari penguasa 
dan islam sebagai komunitas melahirkan suatu tindakan atau strategi dengan 
munculnya partai politik islam sebagai sarana penyalur aspirasi12 
Disamping karya-karya yang disebutkan diatas yang membahas kepala negara, 
menurut pengamatan penulis bahwa belum dijumpai karya ilmiah yang membahas 
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langsung tentang pemimpin non muslim dalam perspektif ormas dan uud 1945 
secara detail. Dalam Skripsi ini penulis akan memperdalam permasalahan 
pemimpin non muslim perspektif ormas Islam. 
E. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui pandangan ormas Islam (Nahdlatul Ulama’, 
Muhammadiyah Dan Wahdah Islamiyah) terhadap pemimpin non 
muslim 
b. Mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan ormas Islam 
(Nahdlatul Ulama’, Muhammadiyah Dan Wahdah Islamiyah) terhadap 
pemimpin non muslim. 
c. Mengetahui pandangan ormas Islam tentang hukum seorang muslim 
memilih non muslim sebagai pemimpin. 
2. Manfaat penelitian 
a. Dalam bidang  akademik diharapkan penelitian ini dapat berguna 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum 
Islam dan hukum positif dalam kepemimpinan non muslim yang 
secara langsung dapat merespon kejadian yang terjadi masa kini.  
b. Bidang akademik penelitian ini merupakan syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang hukum Islam. 
c. Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pemahaman serta pengetahuan tentang pandangan ormas Islam 





  BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Pemimpin 
1. Pengertian pemimpin dalam fiqih siyasah 
Kata pemimpin dalam bahasa arab memiliki beberapa istilah yaitu imam, 
khalifah, malik, sultan, wali, dan amir.  
Imam menurut bahasa berasal dari kata (Amma-Yaummu-imaman). Yang 
berarti ikutan.1 Kata imam juga digunakan bagi orang yang mengatur 
kemashlahatan sesuatu, untuk memimpin pasukan atau untuk orang dengan fungsi 
lainnya.2  
Dengan demikian kata imam yang bermaksud pemimpin dalam arti umum 
bisa digunakan untuk sebutan bagi pemimpin pemerintahan yang mengurusi 
masalah dunia atau politik dan atau mengurusi maslah agama sekaligus, kemudian 
kata imam yang bermaksud pemimpin dalam arti khusus yakni sebagai pemimpin 
spiritual bisa berimplikasi politis karena dipengaruhi tuntutan keadaan.3  
Kata Imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawakan 
kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh 
karena itu didalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam sebagai 
kepala Negara atau imam umat Islam atau imam dalam artian mengimami salat. 
Untuk yang pertama sering digunakan istilah al-imamah al-udhma atau al-imamah 
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al-kubra sedangkan untuk yang kedua sering disebut al-imamah al-shugra, 
mayoritas masyarakat memahami imam digunakan dalam penyebutan seseorang 
pemimpin dalam bidang agama.  
Kata khilafah berasal dari kata al-khalaf yang berarti al-badal yang artinya 
menggantikan, yang pada mulanya berarti belakang, sebagaimana firman Allah 
swt Q.S. al-baqarah: 255 
                 
Terjemahnya : 
 “Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 
mereka”4 
 
Dengan demikian khalifah juga diartikan sebagai pengganti, sebab orang 
yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia 
menempati tempat dan kedudukan orang tersebut, khalifah dapat pula diartikan 
seseorrang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang. Pada hakikatnya manusia 
lebih mulia dari malaikat sehingga Allah swt menjadikan manusia sebagai 
khalifah dimuka bumi.5 sebagaimana firman Allah swt Q.S. al-baqarah: 30 
                       
                  
                      
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“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 
darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui."6 
 
Dalam perkembangannya kata khalifah yang menjadi institusi diberi 
pengertian sebagai pemerintahan suatu Negara sebagai pengganti nabi yang 
bertugas memilihara agama  dan bertanggung jawab terhadap urusan umat.7 
Istilah selanjutnya menunjukkan kepada pemimpin adalah malik. Malik 
secara bahasa berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) yang berarti memiliki 
atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan 
pada suatu bangsa, suku dan Negara.8 
Sultan secara bahasa berarti raja, kata-kata sultan menunjukkan kepada 
kekuasaan memang dikenal baik di dalam alquran dan al-hadits, seperti di dalam 
hadits bukhari: 
Artinya:  
“Dari ibnu abbas bahwa nabi SAW bersabda: barangsiapa benci kepada 
rajanya akan sesuatu (dalam perkara agama). Maka hendaklah sabar, mak 
sesungguhny barang siapa yang keluar dari kekuasaan sulthan ia akan mati 
seperti matinya orang jahiliyah” (HR.Bukhari).9 
 
                                                          
6Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta 
Media, t.th), h. 6.  
7Drs. H. Sirajuddin, M. M.Ag, Politik Ketatanegaraan Islam Study Pemikiran A. Hasjmy, 
Cet. 1. (Bengkulu : pustaka pelajar, 2007), h. 105  
8Muhmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, Cet. 8; (Jakarta: Hida Karya 
Agung, 1990), h. 428. 





Istilah lainnya menunjukkan kepada pemimpin yaitu wali berarti penguasa 
atau pemerintah.10 Dalam persoalan ini tentunya pada tingkat pertama kita 
berupaya mencari pokok persoalannya dari al-quran, maka kita akan mendapati 
pemakaian kata “uli ‘i-amr” yang artinya sama dengan waliy-u ‘i-amr. Yaitu pada 
surah an-nisa ayat 59 dan surah an-nisa ayat 83 
                      
                  
                   
 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.11 
 
                        
                   
                  
   12    
                                                          
10Prof.Dr.Nurcholish Madjid,Dkk,  Islam Universal, (cet 1; Yogyakarta: pustaka 
pelajar,2007), hal 180 
11Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta 
Media, t.th), h. 87.  
12Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta 






“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan 
ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka 
menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah 
orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) 
mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena 
karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, 
kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). 
 
Pemaknaan kata rasul dan ulil amri  Ialah  tokoh-tokoh sahabat dan Para 
cendekiawan di antara mereka. Menurut mufassirin yang lain Maksudnya Ialah 
kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul 
dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan 
kesimpulan (istimbat) dari berita itu.13  
Imamduddin ibn katsir menukilkan keterangan ibnu abbas yakni yang 
dimaksud dengan uli ‘i-amr yaitu ahli dalam masalah-masalah agama, pendapat 
yang sama juga dilontarkan  mujahid ‘Atha, Alhasan Al bashri dan abdul aliyah 
(semuanya ulama tabiin).14 
Selain itu adapula istilah amir bagi sebutan seorang pemimpin yang berarti 
penguasa yang diberi kewenangan dalam satu urusan tertentu atau daerah 
kekuasaan tertentu.15 pengertian ini diperkuat dengan ayat alquran yaitu surah an-
nahl ayat 43 dan surah almaidah ayat 63. 
                                                          
13Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus), 
14Prof.Dr.Nurcholish Madjid,Dkk, Islam Universal,  (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2007), h. 189. 





                    




”Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 
yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang 
yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.16 
 
Yang dimaksud dengan orang yang mempunyai pengetahuan Yakni  
orang-orang  yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab. 
                
                
Terjemahannya: 
”mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak 
melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang 
haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.17 
 
Ahli fiqih yakni imam abul hasan ‘ali al-mawardi  yang beliau ambil dari 
pendapat ibnu abbas ra. Bahwa yang dimaksud dengan kedua ayat tersebut adalah 
para ulama. Demikian pula pendapat jabir al-hasan dan atha’. Dengan demikian 
dapat ditarik sebuah pengertian bahwa amir ialah penguasa atau pemimpin 
tertinggi pemerintahan sampai kepada pejabat-pejabat yang berwenang didaerah-
daerah, atau dalam urusan-urusan yang diserahkan pengelolaannya kepada 
                                                          
16Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta 
Media, t.th), h. 272.  
17Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta 




mereka. kewenangannya juga disebut dengan imarah dan pejabatnya disebut 
dengan amir.18 
Istilah Amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang 
bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam, 
seperti amirul mu’minin, amirul muslimin dan amirul umara’. Karena itu ia bisa 
digunakan untuk kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer. 
Secara resmi penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim 
muncul pada pertemuan di saqifah bani saidah dimana sahabat rasulullah saw Abu 
Bakar terpilih menjadi khalifah, sedangkan gelar amir baru digunakan pada saat 
pemerintahan Umar Bin Khattab 19 
2. Pengertian Pemimpin Dalam Hukum Positif 
Di indonesia pemimpin atau kepala negara dipegang oleh seorang 
presiden. Menurut undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
tahun 1945 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa presiden adalah 
pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam melaksanakan kewajibannya 
sebagai seorang presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.20 
Dijelaskan pula pada bab 1 mengenai ketentuan umum dalam pasal 1 ayat 
1 uu no 23 tahun 2014 bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
                                                          
18Prof.Dr.Nurcholish Madjid,Dkk,  Islam Universal,  (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2007), h.190-191. 
19Dr. J. Suyuti Pulungan, M.A. Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Cet. 2 
(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 63-64  
20Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dan Proses 




yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menterisebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.21 
Ditingkat daerah, kabupaten dan kota juga memiliki pemimpin yang 
kemudian disebut dengan gubernur, bupati dan walikota sebagai pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis,22 hal tersebut 
termaktub dalam pasal 18 ayat 5 UUD 1945. Selanjutnya pada pasal 18 ayat 5 dan 
6 menjelaskan  Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali undang-undang menentukan urusan 
tersebut merupakan tugas dari pemerintah pusat.23 
Di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.24 
Dengan demikian dapat di nyatakan bahwa dalam hukum positif dimasing-
masing tingkat pemerintahan memiliki kepala pemerintahan atau pemimpin. 
                                                          
21Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 
22Republik Indonesia . Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dan Proses 
Amandemen Uud 1945 Secara Lengkap, (Cet 10; Jakarta: Sinar Grafika ) h. 11. 
23Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dan Proses 
Amandemen Uud 1945 Secara Lengkap, (Cet 10; Jakarta: Sinar Grafika ) hal. 11. 





B. Syarat-syarat pemimpin 
1. Syarat-Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqih Siyasah 
Syarat pemimpin menurut al-mawardi terbagi menjadi tujuh yaitu:Pertama: 
al-adalah yang berarti adil. Kedua: memiliki ilmu pengetahuan hingga tercapai 
taraf mujtahid. Ketiga: lengkap panca inderanya dan sehat dari segi pendengaran, 
penglihatan, lidah dan sebagainya. Keempat: tidak memiliki kekurangan pada 
anggota tubuh yang dapat menghalangi untuk bergerak. Kelima: visi 
pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat 
dan meweujudkan kemashlahatan mereka. Keenam: mempunyai keberanian dan 
sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan 
memerangi musuhnya. Ketujuh: nasab dari keturunan quraisy25. 
Menurut imam al-ghazali. Dalam Bukunya Ihya Ulum al-Din 
(Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Kriteria yang dikemukakan al-
Ghazali sebagai syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara adalah: 
Pertama: Dewasa atau aqil baligh. Kedua: memiliki Otak yang sehat. Ketiga: 
Merdeka dan bukan budak. Keempat: Laki-laki. Kelima: Keturunan Quraisy. 
Keenam: memiliki Pendengaran dan penglihatan yang sehat. Ketujuh: Kekuasaan 
yang nyata. Kedelapan: Hidayah. Kesembilan: mempunyai Ilmu pengetahuan. dan 
yang kesepuluh: memiliki sifat Kehidupan yang bersih dengan kemampuan 
mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (wara’).26 
                                                          
25Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah, h. 5. 






Al-Qalqasyandi Dalam bukunya yang berjudul Ma’atsir al-Inafah fi 
Ma’alim al-Khilafah, al-Qalqasyandi berujar: Para ulama dari madzhab Syafi‟i 
menganggap keabsahan kepemimpinan pada empat belas hal yang harus dipenuhi 
oleh seorang pemimpin, yaitu: pertama: Laki-laki, karenanya tidak akan valid 
kepemimpinan seorang wanita. Kedua: Baligh. Ketiga: Berakal. Keempat: Dapat 
melihat, karenanya tidak akan valid kepemimpinan orang buta. Kelima: Dapat 
mendengar. Keenam: Dapat berbicara, karenanya tidak akan valid kepemimpinan 
orang bisu. Ketujuh: Anggota tubuhnya normal dari segala kecacatan yang 
mungkin bisa menghalangi dinamika dan aktivitas yang efektif. Kedelapan:  
Merdeka. Kesembilan: Islam. Kesepuluh: Adil. Kesebelas: Berani dan tangguh. 
Kedua belas: Berilmu pengetahuan sehingga mampu berijtihad dalam segala kasus 
yang dihadapi dan hukum-hukum yuridis. Ketiga belas: Berpendapat dan 
beragama yang benar, karenanya tidak akan absah kepemimpinan orang yang naif 
berpendapat. Dan keempat belas: Keturunan, karenanya tidak akan valid 
kepemimpinan yang tidak memenuhi syarat ini. Unsur keturunan yang 
dimaksudkan adalah keturunan Quraisy.27 
Abdul Qadir Audah menetapkan syarat khalifah delapan syarat: Pertama: 
Islam, diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir, berdasarkan firman 
Allah swt, Q.S. Ali Imran: 28 
                                                          
27Ajat Sudrajat, kepemimpinan dan masalah legitimasi dalam perspektif Islam.. (t.t: t.p, 





                      
                  
                   
Terjemahnya: 
‘Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 
wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat 
demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena 
(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah 
kembali (mu).28 
 
Menurut beliau kepala Negara yang kafir tidak mungkin mau dan bisa 
melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas seorang khalifah. Kedua: laki-
laki, seorang wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin Negara, 
dikarenakan pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan 
dan menyelesaikan berbagai persoalan. Ketiga: Taklif. Yaitu sudah dewasa. 
Keempat: memiliki ilmu pengetahuan. Kelima: Adil. Yaitu terhindar menghiasi 
diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah serta terhindar dari sifat 
fasik, maksiat, keji, dan mungkar. Keenam: memiliki kemampuan dan kecakapan. 
Ketujuh: sehat jasmani dan rohani. Kedelapan: keturunan quraisy.dikalangan 
ulama terjadi perbedaan pendapat tentang pemimpin bernasab  keturunan quraisy. 
Karena hadits yang mengatakan imam (pemimpin) dari quraisy selama mereka 
                                                          
28Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta 




memerintah dengan adil. Ditujukan untuk maksud terbatas.jadi tidak berlaku 
secara umum.29 
Ibn Rabi mengajukan enam syarat untuk menjadi kepala Negara. Pertama : 
kebapaan dan berasal dari keluarga raja, kedua : bercita-cita besar yang bisa 
diperoleh dari pendidikan dan akhlaq, ketiga : berpandangan kokoh, keempat 
:tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan, kelima : 
memiliki harta yang banyakuntuk memakmurkan Negara dan memeratakan 
keadilan, keenam : memiliki pembantu-pembantu yang loyalitas tinggi.30 
 Sedangkan ibnu khaldun memberikan syarat bagi kepala Negara, pertama 
: memiliki ilmu pengetahuan, kedua : Adil, ketiga : mampu melaksanakan tugas 
kenegaraan, keempat : sehat jasmani dalam artian panca indera dan anggota 
badannya yang lain.31 
Dari kalangan pemikir modern seperti Rasyid Ridho menyebutkan syarat-
syarat kepala Negara, pertama : memiliki sifat adil, kedua : berilmu dan mampu 
berijtihad, ketiga : sehat panca indera, keempat : sehat anggota badan, kelima : 
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2. Syarat-Syarat Pemimpin Menurut Hukum Positif 
Syarat untuk menjadi kepala Negara tertuang dalam undang-undang 
No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang 
mana presiden dan wakil presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. 
c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan 
tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. 
d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang 
memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara. 
g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 
yang merugikan keuangan Negara. 
h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. 
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 




k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 
melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun 
terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden 
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 
m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita 
Proklamasi 17 Agustus 1945. 
n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih. 
o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. 
p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas 
(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 
sederajat. 
q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang 




r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan 
pemerintahan negara Republik Indonesia.33 
Syarat untuk menjadi calon gubernur, calon bupati dan calon walikota juga 
diatur dalam undang-undang. Hal tersebut bisa kita dapati pada Bab III mengenai 
persyaratan calon yang tetuang dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 2015 
atas pergantian undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, 
bupati dan Walikota. Harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon 
Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 
Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 
sederajat;  
d. telah mengikuti Uji Publik 
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur 
dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon 
Walikota. 
f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 
kesehatan menyeluruh dari tim dokter. 
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g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih.  
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.  
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi. 
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 
yang merugikan keuangan Negara. 
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak 
pribadi;  
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota 
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.  
o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 
mencalonkan diri di daerah lain. 
p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan 
penjabat Walikota. 




r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan 
Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau 
kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD. 
s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil 
sejak mendaftarkan diri sebagai calon. 
t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan 
usaha milik daerah. 34 
C. Hukum Mengangkat pemimpin 
1. Hukum Mengangkat Pemimpin Dalam Fiqih Siyasah 
Dalam hal ini kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama 
Sunni, Syiah Dan Murjiah, mayoritas pengikut mu’tazilah dan khawarij kecuali 
sekte najdat mengatakan bahwa mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. 
Karena itu akan berdosa bila meninggalkannya35 
Sedangkan menurut golongan Najdat salah satu sekte Khawarij, utamanya 
fathiyah ibn amir al-hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya 
terserah kepada kehendak umat atau rakyat melakukan atau tidak, umat atau 
rakyat tidak akan berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat 
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pahala apabila meninggalkannya. Sebab tidak ada satupun dalil naqliyah maupun 
aqliyah yang memrintahkannya ataupun melarangnya.36 
Menurut Al-Ghazali pengangkatan seorang pemimpin merupakan suatu 
keharusan agama. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan diutusnya Rasulullah 
saw adalah untuk kebahagiaan manusia di akhirat, kebahagian akhirat tidak akan 
terwujud bila aturan agama tidak dijalankan, agama menghendaki adanya iman 
dan amal, amal hanya dapat dilaksanakan apabila tubuh sehat, kesehatan hanya 
dapat diperoleh bila kebutuhan makan, minum dan keamanan terpenuhi, 
keamanan tidak akan mungkin tercapai tanpa ada pemimpin yang ditaati. Jadi, 
menurut Al-Ghazali seorang kepala Negara (pemimpin) amat dibutuhkan untuk 
memlihara ketertiban dunia, ketertiban dunia berguna bagi ketertiban agama yang 
pada gilirannya akan memberikan kebahagiaan akhirat, agama dan kepala Negara 
menurut beliau merupakan dua hal yang saling menunjang37 
Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Am al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman 
beliau merupakan pengikut mu’tazilah juga berpandangan seperti pandangan 
kaum najdat yang berpandangan bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu 
sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia 
kepada kebenaran. Namun bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan 
menyimpang dari garis yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah 
boleh mengangkat seorang pemimpin untuk meluruskan.38  
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Berbeda dengan apa yang dinyatakan al-asham, Al-Qurtubi mengatakan 
bahwa al-asham tidak mengerti dengan syariat, begitu juga orang-orang yang 
berkata seperti perkataannya dan orang-orang yang mengikutinya. Menurut Al-
Qurtubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan 
ditaati, agar persatuan dapat terwujud dan hukum-hukumnya dapat dijalankan 
dengan baik.39 Al-qurtubi memperkuat argumentasinya dengan firman Allah swt 
QS.Al-Baqarah: 30 
                         
 
Terjemahnya: 
“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” 
 
Pasca wafatnya Rasulullah saw. Para sahabat sepakat mengangkat Abu 
Bakar shiddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW.40 pengangkatan Abu 
Bakar Shiddiq di warnai dengan peredebatan dan perselisihan antara kaum 
muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Saidah, dimana kaum anshar 
mencalonkan sa’ad bin ubadah menjadi calon khalifah dan dari kaum muhajirin 
mencalonkan Abu Bakar, yang mana menurut masing- masing kelompok, kedua 
orang ini lah yang layak dan sepantasnya memegag kendali pemerintahan 
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sepeninggalan Rasulullah SAW.41 Ketika itu kaum Anshar berkata ”dari kami 
amir dan dari kalian amir.” 
Keinginan kalangan anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan 
kalangan Muhajirin. Mereka berkata “sesungguhnya bangsa arab tidak akan 
beragama kecuali karena sekolompok dari kaum quraisy ini”. Mereka juga 
menceritakan tentang keberkahan orang Quraisy menjadi seorang pemimpin. 
Dengan penjelasan dan perdebatan yang panjang serta semangat persatuan dan 
kesatuan yang tertanam didalam hati para sahabat saat itu, akhirnya Abu B akar 
terpilih karena penghargaan sahabat mengenai semangat keagamaan Abu Bakar 
yang tinggi dan masing-masing dari pihak yang berselisih menerima dan 
membaiat Abu Bakar shiddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW.42 Hal 
ini lah yang memperkuat argumentasi Al-Qurtubi tentang wajibnya mengangkat 
seorang pemimpin. 
Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. 
Kewajiban tersebut menurut al-rayis bukan kewajiban individual tetapi kewajiban 
kolektif. Karena itu, seluruh umat Islam akan berdosa apabila tidak 
melaksanakannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam terlepas dari 
dosa akibat meninggalkannya. Pendapat ini juga disampaikan oleh al-mawardi 
dan al-ghazali.43 
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Ibnu Taimiah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari 
agama dan sarana bertaqarrub kepada Allah SWT. Sebab dengan bertaqarrub 
kepadanya dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasulnya 
termasuk dalam Taqarrub yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat 
tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan anak adam akan mustahil 
mencapai kemashlahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial. Suatu kontrak 
sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan. 
Kaum syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, 
yakni mengangkat seorang pemimpin merupakan kewajiban berdasarkan syariat. 
                      
                   
                   
Terjemahnya: 
”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.44 
 
Dalam hal ini kaum syiah memiliki pendapat yang berbeda dari kaum 
Sunni, yakni kewajiban mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau rakyat. 
Argumentasinya, masalah pengangkatan imam bukanlah masalah ijtihadiah yang 
dapat diserahkan kepada umat manusia, akan tetapi ia merupakan rukun agama. 
Karena itu, hanya Allah dan rasulnya yang dapat mengangkat imam. Imam adalah 
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wakil Allah dan rasulnya. Tidak ada yang boleh menunjuknya kecuali Allah dan 
Rasulnya.45 
2. Hukum mengangkat pemimpin dalam hukum positif 
Dalam undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 
1945 pasal 4 memberikan penjelasan kepada kita bahwa kekuasaan pemerintah 
dipegang oleh seorang presiden yang dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala 
nega dibantu oleh wakil presiden. Kemudian di dalam pasal 8 ayat 1,2 dan 3 
menyebutkan  
1. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai 
habis masa jabatannya. 
2. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya 
dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon 
yang diusulkan presiden. 
3. Jika presiden dan wakil presiden mangangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, 
dan menteri pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga 
puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 
dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan 
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oleh partai politikatau gabungan partai politik yang pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan 
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa 
jabatannya.46 
Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 pergantian atas Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2014  pasal 174-176  mengatur pengisian kekosongan 
jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota. 
Pasal 174 
1. Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa 
masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden 
menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri sampai dengan 
berakhirnya masa jabatan Gubernur. 
2. Apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan 
maka dilakukan Pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi.  
3. Gubernur hasil Pemilihan melalui DPRD Provinsi meneruskan sisa 
masa jabatan Gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan.  
4. Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicalonkan 
dari fraksi atau gabungan fraksi, fraksi atau gabungan fraksi yang 
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mengusung Gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan 
mengusulkan 2 (dua) orang Calon Gubernur kepada DPRD Provinsi 
untuk dipilih.  
5. Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berasal dari 
perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki kursi di 
DPRD Provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 
suara sah mengusulkan 2 (dua) orang Calon Gubernur kepada DPRD 
Provinsi untuk dipilih.  
6. Presiden mengesahkan pengangkatan Calon Gubernur terpilih sesuai 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dan ayat 
(2).  
7. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur oleh DPRD 
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.47 
Pasal 175 
1. Apabila Bupati/Walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri 
menetapkan penjabat Bupati/Walikota sampai dengan berakhirnya 
                                                          
47Republik Indonesia,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-





masa jabatan Bupati/Walikota atas usul Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah.  
2. Apabila sisa masa jabatan Bupati/Walikota berhenti atau 
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan 
belas) bulan maka dilakukan Pemilihan Bupati/Walikota melalui 
DPRD Kabupaten/Kota.  
3. Bupati/Walikota hasil Pemilihan melalui DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan 
Bupati/Walikota yang berhenti atau yang diberhentikan.  
4. Apabila Bupati/Walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dicalonkan dari fraksi atau gabungan fraksi maka fraksi atau gabungan 
fraksi yang mengusung Bupati/Walikota yang berhenti atau yang 
diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang calon Bupati/Walikota 
kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk dipilih.  
5. Apabila Bupati/Walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
berasal dari perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki 
kursi di DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) 
dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima 
persen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang Calon 




6. Menteri mengesahkan pengangkatan Calon Bupati/Walikota terpilih 
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan 
ayat (4).  
7. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Bupati/Walikota oleh DPRD 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 48 
Pasal 176 
1. Apabila Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti 
atau diberhentikan, dapat dilakukan pengisian Wakil Gubernur, Wakil 
Bupati, dan Wakil Walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah yang 
bersangkutan berhalangan tetap.  
2. Apabila Wakil Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
Gubernur mengusulkan calon Wakil Gubernur yang memenuhi 
persyaratan kepada Presiden melalui Menteri untuk diangkat sesuai 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171.  
3. Apabila Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, Bupati/Walikota mengusulkan calon Wakil 
Bupati/Wakil Walikota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri 
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melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk diangkat sesuai 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.  
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan 
pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon 
Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.49 
Sejarah telah mencatatkan, pada tahun 1998 presiden ke-2 Republik 
Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, yang oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat mengangkat Baharuddin jusuf habibie yang pada saat 
itu masih menjabat sebagai wakil presiden menjadi presiden ke-3 menggantikan 
presiden sebelumnya yaitu soeharto. 
Dari peristiwa tersebut dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 8 ayat 
1,2 dan 3 mengenai pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presdien, 
serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 pasal 174-176 menggambarkan bahwa 
tidak boleh kekosongan sama sekali terhadap jabatan pemerintahan baik ditingkat 
pusat maupun daerah. Jika jabatan itu kosong harus segera digantikan. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jabatan kepala pemerintahan 
di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik ditingkat pusat maupun daerah  
merupakan jabatan yang penting dan wajib adanya. 
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D. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin 
1. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Dalam Fiqih Siyasah 
Dalam pandangan al-mawardi terdapat 2 metode dalam pengangkatan 
pemimpin yaitu melalui sistem pemilihan langsung (ahlul halli wal aqdi) dan 
penunjukan langsung atau wasiat dari kepala Negara yang sedang berkuasa 
(Waliy Al-Ahdi).50  
a. Dipilih oleh Ahlul Halli Wal Aqdi 
Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat 
mengesahkan pengangkatan seorang khalifah adalah lima orang yang sepakat 
untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang 
mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. 
Pendapat itu di dasarkan oleh dua hal. Pertama: pembaiatan Abu Bakar oleh lima 
orang yang sepakat mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang 
lainnya. Mereka adalah Umar bin khattab, abu ubaidah bin jarrah, Asid bin 
Hudhrair, Basyar bin sa’ad dan salim Maulana Abi huzaifah r.a. kedua: Umar r.a 
menjadikan syura, yang terdiri dari enam orang sahabat agar satu orang dari 
mereka diangkat sebagai pemimpin Negara dengan persetujuan lima orang 
sisanya. ini merupakan pendapat mayoritas ulama fuqaha dan mutakallimin dari 
penduduk bashrah.51 
Dari ulama kufah berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan 
oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang 
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sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjdai saksi. Seperti sahnya 
akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain 
berkata bahwa pengangkatan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan satu 
orang. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abbas berkata kepada Ali r.a.,: 
“bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.” Maka orang-orang berkata, 
“Paman Rasulullah saw telah membaiatanak pamannnya maka tidak orang yang 
menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah. 
Sekelompok ulama lainnya berpendapat pemilihan yang sah jika dilakukan oleh 
wakil-wakil ahlul halli wal aqdi dari seluruh negeri dengan persetujuan yang bulat 
(ijma’)52 
Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan 
keikut sertaan seluruh ahlul halli wal aqdi dari seluruh negeri tanpa membatasi 
dengan jumlah tertentu.53 Ulama malikiyah dan hanabilah berpendapat bahwa 
mengesahkan pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan 
tersebut.54 Ulama syafiiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan 
khalifah tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh anggota ahlul halli wal aqdi 
dari seluruh Negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terdapat perbedaan.55 
Dari uraian para ulama mengenai ahlul halli wal aqdi tampak hal-hal 
sebagai berikut, pertama : sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki 
untuk memilih dan membaiat imam, kedua : mempunyai wewenang mengarahkan 
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kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, ketiga : tempat konsultasi imam di 
dalam menentukan kebijaksanaannya, keempat : mempunyai wewenang membuat 
undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat dalam hal-hal yang tidak 
diatur didalam al-quran dan hadits, kelima : mengawasi jalannya pemerintahan56 
b. Waliy Al-Ahdi (penyerahan dari kepala Negara sebelumnya) 
Menurut al-Mawardi pengangkatan kepala Negara berdasarkan penyerahan 
mandat dari kepala Negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati 
legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan di masa 
khulafaurrasyidin, pertama, pada saat Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab 
sebagai khalifah menggantikan dirinya, kemudian kaum muslimin menerima 
Umar bin Khattab sebagai khalifah berdasarkan penunjukan oleh Abu Bakar 
tersebut. Kedua, Umar bin Khattab berdasarkan mengamanatkan kepemimpinan 
sepeninggalannya kepada lembaga asyura.57 Anggota lembaga asyura adalah 
tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena 
meyakini keabsahannya. Akan tetapi tidak semua sahabat menerima usulan 
tersebut, kemudian Ali bin Abi thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthallib 
yang mengecamnya atas keterlibatan nya dalam lembaga syura, “ini adalah salah 
satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.”58 
 
 
                                                          
56A. Dzajuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 
Syariah.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003). h. 118. 
57Dr. J. Suyuti Pulungan, M.A. Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Cet. 2 
(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 248.  




2. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Dalam Hukum Posistif 
Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-
undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A, 
menjelaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih langsung 
oleh rakyat dimana pasanagan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, 
yang mendapatkan suara suara lebih dari lima puluh persen dengan sedikitnya 
mendapat dua puluh persen suara dari setiap provinsi yang tersebar dan akan 
dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam hal tidak ada pasangan yang 
yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen, maka akan dilanjutkan 
pemilihan dengan dua pasangan calon yang memiliki suara terbanyak  dan dipilih 
langsung oleh rakyat.59 Presiden dan wakil presiden yang memili suara terbanyak 
dilantik sebagai presdien dan akan memegang jabatan selama lima tahun, 
sesudahnya dapat kembali dipilih dalam jabatan yang sama. Hanya untuk satu kali 
masa jabatan.60 
Secara terperinci mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil 
presiden dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 yang tertera 
dalam pasal 3 mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden . yaitu, 
pertama, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun 
sekali. Kedua, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah 
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pemilihan. Ketiga, Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur 
atau hari yang diliburkan. Keempat, Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. Kelima, 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan 
umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keenam, Tahapan penyelenggaraan 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi penyusunan daftar Pemilih, 
pendaftaran bakal Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon, masa Kampanye, 
masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil 
Presiden. Ketujuh, Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 
(empatbelas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil 
Presiden.61 Pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan oleh komisi 
pemilihan umum (KPU) dan diawasi oleh Badan pengawas penyelenggaraan 
pemilihan umum (BAWASLU).62 
Ditingkat daerah mekanisme pemilihan kepala daerah selanjutnya diatur 
dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 18 ayat 
4 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.63 
Secara terperinci mengenai mekanisme pemilihan kepala pemerintahan 
daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan 
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Gubernur, Bupati dan Walikota, yang tertera dalam pasal 2 yaitu: pertama, 
Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil.  Pasal 2 yaitu, pertama, Pemilihan dilaksanakan 
setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kedua, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota 
yang dapat mengikuti Pemilihan harus mengikuti proses Uji Publik. Dan dalam 
pasal 1 yaitu pertama, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi 
dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara 
langsung dan demokratis. Keuda, Uji Publik adalah pengujian kompetensi dan 
integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri 
yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan. Ketiga, 
Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, 
gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Keempat, Calon Bupati dan Calon Walikota 
adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai 
politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota. Kelima, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat 
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela 
atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 




Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keenam, Pemilih 
adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau 
sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Kemudian dilanjutkan dalam 
pasal 5 yaitu Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  pertama, pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon 
Walikota. Kedua, Uji Publik, ketiga, pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, 
Calon Bupati, dan Calon Walikota. Keempat, pendaftaran Calon Gubernur, Calon 
Bupati, dan Calon Walikota. Kelima, penelitian persyaratan Calon Gubernur, 
Calon Bupati, dan Calon Walikota. Keenam, penetapan Calon Gubernur, Calon 
Bupati, dan Calon Walikota. Ketujuh, pelaksanaan Kampanye. Kedelapan, 
pelaksanaan pemungutan suara. Kedelapan, penghitungan suara dan rekapitulasi 
hasil penghitungan suara. Kesembilan, penetapan calon terpilih. Kesepuluh, 
penyelesaian pelanggaran dan kesebelas, sengketa hasil Pemilihan. Dan  
pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.64 
Pemilihan kepala pemerintahan daerah dilaksanakan oleh komisi 
pemilihan umum provinsi dan untuk pemilihan kepala pemerintahan kabupaten 
dan kota dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten atau kota.65 Dan 
dalam pengawasan pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Bawaslu 
provinsi, Kabupaten dan Kota.66 
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A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan 
ilmiah baik untuk keperluan pengumpulan data, menarik kesimpulan atas gejala-
gejala tertentu dalam gejala empirik.1 Penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian-dalam lingkungan 
hidup kesehariannya .2 atau biasa di sebut penelitian di lapangan. Menurut lodico, 
Spaulding dan voegtle penelitian kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian 
interpretif  adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti 
sosiologi dan antropologi dan diadaptasi kedalam seting pendidikan.3 peneliti 
menggunakan metode wawancara kepada beberapa pimpinan-pimpinan yang 
menjabat di periode saat itu. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dilakukan di tiap-tiap kantor 
Organisasi Masyarakat Islam tersebut yang terletak di kota Makassar, dengan 
objek utamanya adalah pimpinan masing-masing organisasi kemasyarakatan agar 
data yang di dapatkan lebih jelas dan lebih akurat. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya 
pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek 
atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan.Sedangkan 
pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum. 
Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara 
pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat 
yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan 
yang ada. 
Metode pendekatan tersebut menurut penulis memiliki relevansi dengan Judul 
yang di ambil oleh peneliti lebih condong ke perilaku masyarakat dan peraturan 
perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Data Primer (utama)  
Data primer yaitu data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. 
Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan 
hukum lainnya. 
Dalam hal ini data primer (utama) yang di lakukan peneliti yaitu UUD 
1945, UU nomor  42 tahun 2008 tentang pemilihan umum  dan hasil wawancara 




2. Data Sekunder (tambahan) 
Data sekunder adalah data pelengkap dalam sebuah penelitian, misalnya 
buku-buku yang berkaitan mengenai judul skripsi tersebut, literature, dan skripsi-
skripsi terdahulu. adapun data pelengkap yang digunakan peneliti yaitu buku yang 
berkaitan mengenai pemimpin, buku tentang kepemimpinan dalam islam, buku 
tentang Organisasi Islam yang akan digunakan dalam skripsi ini, fakta-fakta yang 
terjadi di lapangan dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Wawancara 
Wawancara menurut Black dan champion dalam muslimina adalah teknik 
penelitian yang paling sosiologis dari semula teknik penelitian sosial.4 
Wawancara ialah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan 
pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.5 Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan metode pengumpulan data jenis wawancara tidak 
terstruktur yaitu memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan 
pertanyaan-pertanyaan penelitian.6 Bentuk wawancara yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan peneliti 
dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, dalam 
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artian pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.7 Hal yang sama juga 
disampaikan oleh koentjaraningrat (1986:136) bahwa wawancara terbuka atau 
open interview adalah jawaban yang dikehendaki tidak terbatas maka wawancara 
tersebut merupakan bentuk wawancara terbuka.8 Dalam hal ini peneliti 
menggunakan metode wawancara yang ditujukan kepada pimpinan dari tiap-tiap 
organisasi masyarakat Islam yang akan di teliti. 
2. Observasi 
Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 
yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat 
(partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan 
jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi 
sasaran penelitian, tanpa melibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang 
bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku 
peneliti .9 Menurut T|an dan Alfian cara penelitian yang mengandalkan metode 
observasi sangat penting.10 
Menurut Patton observasi ialah deskripsi kerja lapangan kegiatan, 
perilaku,tindakan, percakapan, interaksi, inter personal, organisasi atau proses 
                                                 
7Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, (Cet ke-4, 
Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 51. 
8Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah 
Ragam Varian Kontemporer. (cet, 10, Jakarta: Rajawali Pers,2015).h. 100.  
9 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial , h. 101. 
10Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, 




masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat dialami.11 
Observasi dapat pula diartikan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 
mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis 
terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada 
orang, tetapi juga objek-objek yang lain.  
Dari segi jenisnya observasi terbagi menjadi observasi langsung yaitu 
observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang di selidiki. 
Dan observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan tidak saat 
berlangsungnya sutu peristiwayang akan diteliti, misalnya melalui film,foto atau 
tayangan slide.12  Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi 
observasi partisipan yaitu obeservasi yang dilakukan oleh peneliti dan berperan 
sebagai anggota didalam masyarakat topik penelitian, dan observasi non 
partisipan yaitu observasi yang menjadi peneliti sebagai penonton atau penyaksi 
terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topic penelitian13, dan dari segi 
instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi 
terstruktur  (dirancang sistematis) yaitu obeservasi yang diselenggarakan dnegan 
menentukan cara-cara sistematis, factor-faktor yang akan diobservasi lengkap 
dengan kategorinya dan observasi tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara 
                                                 
11Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, (Cet ke-4, 
Jakarta, Rajawali Pers, 2014),h. 65. 
12Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, 
(Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009). h.173.  
13Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, (Cet ke-4, 




sistematis) yaitu observasi yang diakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan 
dan membatasi kerangka yang akan diamati.14 
3. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam 
bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental.15 Dokumen yang 
berbentuk tulisan seperti  peraturan, kebijakan, dan lain-lain.Dokumen yang 
berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya.Teknik pengumpulan 
data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian  kualitatif.16  
E. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 
mengumpulkan data. Hal senada juga diungkapkan oleh S. Margono yang 
menyatakan bahwa pada umumnya penelitian akan berhasil apabila banyak 
menggunakan instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab masalah 
penelitian dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen.17 
                                                 
14Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, 
(Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009). h.176.  
15Dr. Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Cet 13; Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2000). h. 60. 
16Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, (Cet ke-4, 
Jakarta, Rajawali Pers, 2014),h. 37. 
17Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, 




Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun  sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu: 
1. Pedoman wawancara  
Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang 
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa 
pertanyaan. 
2. Alat tulis dan buku catatan 
berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.18 
3. Alat perekam 
peneliti menggunakan tape recorder agar lebih memudahkan peneliti 
dalam hal menyimak apa yang dikatakan pembicara nanti, hal ini juga dapat 
membuat data lebih akurat.19 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini 
digunakan dua metode analisis, yaitu : 
1. Analisis Kualitatif 
Analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam 
bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada hasil 
pengolahan data dan penilaian penulis. 
                                                 
18Dr. Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Cet 13; Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2000). h. 130. 
19Dr. Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Cet 13; Bandung: PT 




2. Analisis komparatif 
Analisis komparatif yaitu metode yang dipergunakan untuk 
membandingkan data yang telah ada kemudian di tarik kesimpulan 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.20 Dengan 
cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 
pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat 
melakukan pengecukan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. 
Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat 
memberikan deksripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 
Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil 
wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data 
yang didapat menjadi kredibel atau lebih cepat di percaya.21  Jadi, dalam 
penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil 
observasi sebagai bahan referensi. 
                                                 
20Dr. Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Cet 13; Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2000). h. 127. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 
,(Bandung:Alfabeta,2004). h. 306  
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BAB IV  
PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP PEMIMPIN NON MUSLIM 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Nahdlatul Ulama  
Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 
Januari 1926 M) di Surabaya oleh beberapa ulama terkemuka yang kebanyakan 
adalah pemimpin atau pengasuh pesantren, pelopor utamanya adalah KH. Hasyim 
Asy’ari, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, pada 
tahun itu, tujuan didirikannya adalah berlakunya ajaran Islam Ahlussunnah Wal 
Jama’ah (Aswaja) dan menganut salah satu mazhab empat.1 
NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, sebuah pola pikir yang 
mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim 
naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, 
sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas 
empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu 
Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi, kemudian 
dalam bidang fiqih mengikuti satu mazhab Syafi'i meskipun mengakui tiga 
mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam 
lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, 
mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang 
mengintegrasikan antara tasawuf dengan syari’at. 
                                                          
1Th. Sumartana, dkk. Pluaralisme,konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia ( 
Yogyakarta: Dian Interfiedi 2001),h, 81-83.  




Organisasi NU menghimpun ulama, dan sebagai basis pergerakan ulama 
dan pengkaderan ulama, sehingga arti Nahdlatul Ulama adalah “kebangkitan 
Ulama” yang memiliki tujuan untuk menghimpun ulama, dalam rangka 
mempromosikan ajaran Islam menurut mazhab sunni dengan segala cara yang 
halal. Memelihara hal-hal yang berhubungan dengan masjid, anak yatim dan fakir 
miskin, dan membentuk badn-badan untuk meningkatkan usaha sosial keumatan 
sesuai hukum Islam. Dalam perspektif syiyasah atau ketatanegaraan, NU sebagai 
wadah pergerakan yang mempelopori perkumpulan kebangkitan ulama, 
merupakan organisasi yang berasaskan Islam yang ajaran-ajarannya banyak 
mengandung perjuangan, secara ideologi dapat dipergunakan sebagai gerakan 
untuk menumbangkan kekuasaan kaum penjajah, kenyataan ini dapat dibenarkan 
karena dalam masa kebangkitan nasinalisme Indoensia, rakyat lebih mudah 
terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang berasaskan Islam. Hal ini dapat dilihat pada 
anggaran dasarnya pasal 2 tahun 1926, bahwa kegiatan NU di masa penjajahan 
Belanda diarahkan pada pengembangan agama Islam, dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
1) Memperbanyak pengajian-pengajian agar umat Islam kembali dan sadar 
akan segala kewajiban terhadap agama, bangsa dan tanah air. 
2) Sehubungan dengan penguasaan tanah hijaz oleh Ibnu Su’ud yang 
beraliran Wahabi, NU memperjuangkan berlakunya hukum-hukum 
ibadah dalam empat Mahzab di tanah Hijaz. 
3) Mendirikan madrasah-madrasah di tiap-tiap cabang, untuk 
mempertinggi budi pekerti dan kecerdasan masyarakat. 




4) Menuntut agar dicabutnya ordonansi guru 1925, yaitu tentang izin bagi 
guru-guru agama. 
Sense setting sejarah berdirinya NU, bermula dari suatu kelompok diskusi 
taswīr al-afkār (potret pemikiran) yang dibentuk oleh K.H. Hasyim Ay’ari, K.H. 
Wahab Hasbullah dan K. H. Mas Mansur. Dari kelompok diskusi inilah kemudian 
dibentuk organisasi yang diberi nama jam’iyah nahdhah alwathan (perkumpulan 
kebangkitan tanah air). Organisasi ini, bertujuan untuk memperluas dan 
mempertinggi mutu pendidikan madrasah. 
Selepas proklamasi kemerdekaan, orientasi NU lebih terkonsetrasikan 
pada transformasi bidang sosial-politik. Jasa para kiai dan warga NU dalam 
perang kemerdekaan, sangat memberi andil bagi kelangsungan Negara RI. Begitu 
juga keberadaan NU sebagai sebuah parpol pada pemilu tahun 1955 yang 
menempati urutan ke-3 (20% kursi) mampu memberikan arah perjuangan bangsa. 
Dalam situasi demikian, NU berkembang dan melebarkan sayapnya secara merata 
ke berbagai wilayah termasuk di Sulawesi Selatan, yang sebelumnya memang 
telah didirikan Rabithatul Ulama sebagai organisasi berkumpulnya ulama yang 
berpaham Aswajah. 
Rabithatul Ulama yang disingkat RA, adalah ormas embrio kelahiran NU 
pertama kali di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibentuk pada 8 April 1950 atas 
prakarsa K.H Ahmad Bone, K.H Muhammad Ramli, K.H. Jamaluddin Assegaf 
Puang Ramma, Andi Mappayukki, K. H. Saifuddin, Mansyur Daeng Limpo dan 
beberapa ulama sejawatnya. 




K.H. Ahmad Bone, wafat 12 pebruari 1972 pada usia 102 tahun, yang juga 
dikenal sebagai “Kali Bone” (qadhi atau hakim agama di bekas Kerajaan Bone) 
berjuang bersama dengan Raja Bone Andi Mappanyukki yang pertama kali 
membentuk organisasi ulama yang sejalan dengan paham NU di wilayah 
kerajaannya pada tahun 1930-an. 
K.H. Muhammad Ramli berjuang di daerah Luwu, bersama dengan Raja 
Luwu, Andi Djemma. Kiai Nasionalis ini dikenal sebagai seorang Sukarnois di 
Palopo masa itu. Sementara para ulama Rabithatul Ulama lainnya yang 
kebanyakan menetap di kota Makassar, sebelumnya berjuang di kampung-
kampung kota, seperti di Bontoala, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 
melawan Belanda. 
Kepengurusan awal dipegang oleh K.H. Ahamd Bone sebagai ketua, 
sementara K.H. Muhammad Ramli sebagai wakilnya. Sekretaris dijabat oleh K.H 
Saifuddin, Qadhi Polewali, wakil sekretaris adalah K.H Jamaluddin Assegaf 
Puang Ramma sebagai Qadhi Gowa saat itu, dan H. Mansyur Daeng Limpo, 
mengetuai Bidang Pendidikan dan Dakwah. 
Ulama lainnya yang bergabung dalam kepengurusan Rabithatul Ulama, di 
antaranya K.H Sayid Husain Saleh Assegaf (waktu itu menjabat sebagai Konsul 
NU Sulawesi Selatan), K.H. Paharu, K.H Muhammad Nuh, K.H Abdul Muin, 
K.H. Muhammad Said, K.H Abdur Razaq, K.H Abdur Rasyid, K.H Abdul Haq, 
K.H. Muhammad Saleh Assegaf, KH Abdurrahman Daeng Situju, dan K.H. 
Muhammad Asap. 




Kantor Rabithatul Ulama, beralamat di rumah kediaman K.H. Ahmad 
Bone, bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Matjini Aijo, Makassar. Di jalan itu 
pula terdapat makam pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro. Pengurus 
Rabithatul Ulama kemudian menfasilitasi terbentuknya Partai Nahdlatul Ulama di 
Sulawesi Selatan pada tahun 1952 atas permintaan K.H Wahid Hasyim (waktu itu 
sebagai Menteri Agama dan Ketua PBNU). Semua pengurus dan anggota 
Rabithatul Ulama bergabung ke NU. Kecuali K.H. Muhammad Saleh Assegaf dan 
K.H. Abdul Razaq tetap bertahan masing-masing di Masyumi dan di PSII. 
Demikian pula, ulama kharismatik K.H. Abddurrahman Ambo Dalle, pendiri DDI 
(Darud dakwah wal-Irsyad), yang sempat bertemu dengan K.H. Wahid Hasyim 
juga bertahan di PSII. Tapi semuanya tetap mendukung perjuangan NU dalam 
menegakkan Islam Ahlussunnah Waljamaah di tanah Bugis-Makassar. Setelah 
ulama-ulama yang disebutkan tadi bergabung di NU, maka dengan sendirinya 
Rabithatul Ulama dinyatakan bubar, dan dibentuklah pengurus baru NU Sulawesi 
Selatan dengan struktur yang sama dengan Rabithatul Ulama yang disebutkan 
tadi. Dalam kepengurusan NU tersebut, Puang Ramma sebagai wakil sekertaris 
dan diberi tugas khusus di Kabupaten Gowa untuk memberikan pertimbangan 
kepada pemerintah mengenai masalah-masalah keagamaan yang muncul di tengah 
masyarakat. 
Di Kabupaten Gowa, Puang Ramma yang kapasitasnya sebagai qadhi, 
mendirikan pengajian dan majelis ta’lim bagi kaum nahdliyyin, dan membuka 
forum bahtsul masail, yang membahas masalah-masalah keagamaan yang lebih 




aktual. Selain itu, forum ini juga berfungsi sebagai wadah kaderisasi ulama NU 
dengan menekankan pada pembelajaran pengajian kitab kuning. 
Struktur kepengurusan NU, pada awal terbentuknya mencerminkan 
konfigurasi sosial masyarakat Bugis-Makasar, dengan empat pilarnya, yakni to 
panrita (ulama), to sugi (pengusaha), to acca (cendekiawan), dan to warani (kaum 
bangsawan dan anak muda). Keempat pilar ini dihimpun dalam jajaran pengurus 
dan karena kekuataan massa yang dimilikinya, Partai NU, menjadi kunci 
kemenangan NU di Sulawesi Selatan pada Pemilu tahun 1955. Mereka memberi 
kontribusi sekitar 12 persen bagi keseluruhan suara NU di tingkat Nasional. Puang 
Ramma dan K.H. Muhammad Ramli, kemudian terpilih mewakili NU di dewan 
Konstituante (1956-1959) di Bandung. Saat menjalankan tugasnya sebagai 
anggota dewan, K.H. Muhammad Ramli wafat pada 3 Februari 1958 di Bandung, 
dan dimakamkan di Pemakaman Arab, Bontoala, Makassar. Sepeninggal ulama 
NU ini, Puang Ramma tetap di dewan dan menjalankan tugas sampai akhir 
periode, selanjutnya Puang Ramma mewakili NU di DPRD Sulawesi Selatan, dan 
sejak Muktamar NU ke-27 Situbondo, yang menetapkan bahwa NU kembali ke 
khittah 1926, Puang Ramma, tidak lagi menjadi anggota dewan, namun tetap 
berkonsentrasi pada pengkhidmatan NU, sampai akhirnya Puang Ramma 
dipercaya menjadi Rais Syuriah NU tahun 1977-1982, selanjutnya menjabat 
mustasyar PWNU Sulawesi Selatan sampai akhir hayatnya.2 
sekarang pengurus cabang Nahdlatul Ulama kota Makassar beralamat di jl. 
Darul Ma’arif no.26 . Rapokalling, Makassar. 
                                                          
2Mahmud Suyuti, “Profil Puang Ramma Salah Satu Pendiri NU Sulsel”, blog Mahmut 
Suyuti. http://bajibicara7.blogspot.co.id/ , diambil pada tanggal 07 juli 2017 pukul 19.20.  
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2. Sejarah Muhammadiyah  
Pada tahun 1922 seorang pedagang batik keturunan arab berasal dari 
sumenep (Madura) Jawa Timur, bernama Mansyur  yamani  datang  ke makassar 
dengan membuka usaha perdagangan di  jalan pasar straat (Jl. Nusantara), beliau 
adalah anggota Muhammadiyah cabang surabaya. 
Selain menjadi pedagang batik, mansyur yamani  juga aktif sebagai 
mubaligh, dalam usaha mencari relasi beliau bergaul dengan para tokoh As-
Shiratul Mustaqiem yang merupakan kelompok pengajian yang hampir semua 
anggotanya dari pedagang pasar Straat ( Pasar Butung). Setelah kurang lebih tiga 
tahun Mansyur Yamani membangun perdagangan dengan kelompok pengajian 
ashiratul mustakim yang berfikir maju kemudian  dicanangkan untuk 
membangun  organisasi Islam yg bernama persyarikatan Muhammadiyah, maka 
diadakan pertemuan antara mansyur yamani dengan kelompok pengajian yg di 
tempatkan dirumah Haji Muhammad Yusuf daeng mattiro, sorang pedagang  hasil 
bumi, dari hasil rapat tersebut, perkumpulan ashiratul mustaqiem beroba nama 
menjadi groep Muhammadiyah makassar, tepat 17 ramadhan 1345 H bertepatan 1 
April 1926 terbentuk Gruep pengurus Muhammadiyah Makassar yang masing-
masing pengurusnya H.Muhammad Yusuf daeng Mattiro, sebagai Ketua, 
KH.Abdullah sebagai Wakil Ketua, Muhammad Said Daeng Sikki, sekretaris, 
Haji Yahya, bendahara, H.Muhammad Thahir Cambang, H.Ahmad, HA,Karim 
Daeng Tunru, Mansyur yamani, daeng Minggu, masing –masing sebagai 
Commisaris ( Pembantu). 




Dari hasil rapat pertama  setelah pembentukan pengurus, mengutus 
mansyur yamani ke yogyakarta untuk melaporkan pembentukan Muhammadiyah 
Makassar dan mengundang Pimpinan Pusat Muhammadiyah  mengeluarkan surat 
keputusan sekaligus mengirim utusan ke makassar untuk memberikan bimbingan. 
Sekitar bulan juli 1926 setelah terbentuknya Muhammadiyah Makassar 
,PP.Muhammadiyah mengutus Haji Muhammad Yunus Anis untuk memberikan 
bimbingan tuntunan organisasi dan penerangan-penerangan pada masyarakat 
tentang Muhammadiyah. Pada bulan desember 1926, setelah Yunus Anis, kembali 
ke Yogyakarta, Muhammadiyah groep Makassar di tingkatkan menjadi cabang 
Muhammadiyah Makassar dengan mengangkat KH.Abdullah sebagai ketua dan 
H.Nuruddin Daeng Magassing sebagai sekretaris  serta di dampingi dengan tokoh-
tokoh lainnya. Sebuah bangunan gudang berukuran 50 x 8 meter di jalan 
Bandastraat milik Daeng Tawiro, menjadi kantor Muhammadiyah sekaligus 
sebagai tempat pertemuan, semangat pengurus Muhammadiyah yang pada 
umumnya pedagang terus memperlihatkan semangatnya mengurus 
Muhammadiyah, disela-sela berdagang siang malam mencurahkan waktunya 
untuk memikirkan pergerakan Muhammadiyah.3 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Makassar sekarang beralamat di jl. 
Gunung Lompobattang No.201 makassar. Berikut akan dipaparkan struktur 
pimpinan daerah muhammadiyah kota makassar4 
 
                                                          
3Husni Yunus, Sejarah Berdirinya Muhammadiyah Sulsel Dan Perkembangannya (t.t. t.p. 
t.th.) lihat juga https://putunismuh.wordpress.com/2012/04/29/sejarah-muhammadiyah-sul-sel/  
4Sumber Data: Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota makassar   




NAMA NAMA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
KOTA MAKASSAR 
PERIODE 2015 - 2020 
NO. NAMA JABATAN ALAMAT KET 
   PENASEHAT PDM KOTA MAKASSAR 




4216 1757  
 





     














 Hp. 0816 
4385 626 
 
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MAKASSAR 
























































8 KH. Mukhtar Waka, MA Wkl. Ketua 
Jln. 



















































NAMA NAMA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH 
KOTA MAKASSAR 
PERIODE 2015 – 2020 
MAJELIS DAN LEMBAGA  
N
O. 








Jln. Muh. Yamin 
HP. 0813 4200 9390 
 
2. Drs.Anwar Zainuddin,MM 
Ketua 
Maj.Dikdasmen 
Jln. Masjid Baitul 
Rahman Panaikang 






Ketua Maj. Tarjih 
dan Tajdid 
Jln. KH. Abd. Djabbar 
Ashiri Gombara 
0813 4361 8672 
 




Jln. Tamalate VII 
stp.45/113 
















Jln. Pelanduk  
HP. 0823 1010 9996 
 





Hp. 0811 446 464 
 




Pampang II lr.4 No. 23 
















Jln. Abdullah Dg. Sirua 
Lr.  
HP. 0852 5675 8822 
 




Jln. Griya Puspita sari 
B3/9 
HP. 0813 4377 6999 
 





HP. 0853 4197 4900 
 




KETUA KETUA LEMBAGA PDM KOTA MAKASSAR 
1 Drs.Kamaruddin Kasim  Ketua LAZISMU 
Jln. Tidung VI Stp.  







Jln. Sunu Kompleks 
UNHAS PX 9 A 
HP. 0852 9979 3443 
 
3 Drs.Sukri Pasangki Ketua LPPK 
Jln.  
HP. 0821 8837 4953 
 
4 Arif H.Uddin Ketua LPB Jln. Pannampu HP. 0813 4269 0927 
 





HP. 0813 1030 1354 
 









Seni Budaya dan 
OR. 
Jln. Kebangkitan  
HP. 0853 9929 1873 
 
8 h. Syahrir NUR Ketua Lembaga Islah  
Jln.Kacong Dg. Lalang  
HP. 0812 4268 073 
 
9 Husban Abadi Ketua Lembaga Dakwah Khusus 
Jln.Sanrangan 9 / 1 
HP. 0812 4157 5968 
 
 
Ada 20 pimpinan cabang muhammadiyah dibawah naungan pimpinan daerah 
muhammadiyah kota Makassar sebagai berikut5: 
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH 
SE KOTA MAKASSAR 















Agus Salim MZ 
NBM.664  952  










                                                          
5Sumber Data: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar  

















NBM. 546 532 


















NBM. 726 500 





Wajo Baru  
Jml. Rtg 5 









































NBM. 602 786 
HP.0813 5569 8215 




Gunung Sari  




Minasa Upa  











































No. 28 (Masjid 
Jabal Nur) 
Drs. Yose Rizal  
NBM. 

























































Mamajng Luar 4 
























Ujung Bori 6 






H. Amri Nonci, SE 
NBM.613 956 











H. Umar Mahmud 
NBM.489 267 














NBM. 696 599 
HP.0813 5530 0881 














HP.0852 4011 3725 
Pisang Utara 1 








Drs. Abd. Rauf 
Rahman, SH., MH 
NBM.565 111 

















Jln. AR.Hakim No. 2 
Tlp. 0411-451 626 
Ir. Ambo Enre DS, 
MS 
NBM.883 376 
HP. 0812 4243 486 
Pannampu 1 
Kaluku Bodoa 2 
Rappo Jawa 3 
Rappo Kalling 4 
Baraya 5 
Kalukuang 6 













HP.0852 9973 4141 










Hamsi Azis, S.Sos 
NBM. 936 916 




Ujung Tanah 4 
P.Kodingareng 5 
20 MINASA UPA 
 Minasa Upa Blok 
D,13/14 
Dr.Ir.Andi Suarda   
 
3. Sejarah Wahdah Islamiyah 
Dewan Pimpinan Daerah wahdah islamiyah Makassar merupakan 
organisasi islam yang bergerak dalam pembinaan umat. Menjaga dan meluruskan 
aqidah ummat dengan dakwah dan tarbiyah. Wahdah islamiyah Makassar juga 
berperan serta dalam kegiatan sosial, kesehatan dan pendidikan. DPD Wahdah 
Islamiyah kota Makassar berkantor di Jl. Adhiyaksa Baru No.40 (Lantai 2, 
komplek masjid nurul hikmah).6 
Wahdah Islamiyah adalah sebuah Organisasi Massa (Ormas) Islam yang 
mendasarkan pemahaman dan amaliyahnya pada Al Qur’an dan As Sunnah sesuai 
pemahaman As Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah). Organisasi 
ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, lingkungan hidup, sosial, kewanitaan, 
informasi, dan kesehatan. 
Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 juni 1988 M dengan 
nama Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH 
                                                          
6http://wahdahmakassar.org/ di ambil pada tanggal 07 juli 2017 pukul 19.41. 




No.20. Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap K.H. Fathul Muin 
Dg.Mangading (Seorang ulama kharismatik Sulsel yang di masa hidupnya 
menjadi Pembina para pendiri YFM) dan agar dapat menjadi Lembaga Persatuan 
Ummat, pada tanggal 19 Februari 1998 M nama YFM berubah menjadi Yayasan 
Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “Persatuan Islam” perubahan nama 
tersebut diresmikan berdasarkan akta notaris Sulprian, SH No.059. Sehubungan 
dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi islam, YWI 
menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah 
Islamiyah (YPWI) yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-
lembaga pendidikan tingginya, berdasarkan Akta Notaris  Sulprian, SH No.055 
tanggal 25 Mei 2000. Perkembangan Dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat 
pesat dirasa tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini bergerak dalam bentuk 
Yayasan, maka dalam Musyawarah YPWI ke-2, tanggal 1 Shafar 1422 H 
bertepatan dengan 14 April 2002 M disepakati mendirikan organisasi massa 
(ormas) dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah (WI). Sejak saat itulah, 
YPWI yang merupakan cikal bakal berdirinya ormas Wahdah Islamiyah 
disederhanakan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola pendidikan formal 
milik Wahdah Islamiyah.7 
Berikut akan dipaparkan bagan dewan pimpinan pusat dan susunan 
pengurus dewan pimpinan daerah wahdah wahdah islamiyah kota makassar 
 
 
                                                          
7http://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/ diambil pada tanggal 07 juli 2017 pukul 
19.06.  






DEWAN PIMPINAN DAERAH WAHDAH ISLAMIYAH MAKASSAR 
PERIODE 1437–1442 H /2016–2021 M 
KETUA   : H. Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. 
WAKIL KETUA  : Sayuti Abdullah 
SEKRETARIS   : Sudirman Tahir, S.Pd. 
BENDAHARA   : Rahmat Arsyad, S.Pd. 
A. DEPARTEMEN DAKWAH   
1. Takbir, S.Th.I., M.Th.I.(Ketua) 
2. Susanto, S.Pd. 
3. Syamsuddin Basang, S.Si., S.Pd. 
4. Arif Rahmat, S.Pd. 
5. Basim Thariq, A.Md., S.T., S.ST. 





7. Muh. Asdar, S.Pd. 
8. Muh. Ya'qub Tayang, A.Md. 
9. Muh. Sjadzali, S.E. 
10. Umar Mansur, S.Pd. 
11. Ahmad Marwazi, S.Sy. 
12. Muh. Akib 




B. DEPARTEMEN KADERISASI  
1. Syamsul Alam, A.Md.(Ketua) 
2. Muh. Akbar, S.Pd., M.Pd.  
3. Sulkilfi Fahri, S.Pd.I., M.Pd.I. 
4. Asnur, S.Pd., M.Pd. 
5. Ahmad Aksobo, S.H.I. 
6. Muh. Ruslan, S.Pd. 
7. Muh. Alwi 
8. Reski Aras 
9. Hidayatullah Wirashanda 
10. Sulfikar 
11. Muhtadin Akbar, S.Si. 
12. Raid Salman Thufail 
13. Ibnu Suhadi, S.ST. 
14. Rudianto, S.Pd. 
15. Alimuddin 
16. Irsan, S.Pd. 
17. Musdirfan 
18. Aidil Kirsan, S.ST. 
19. Andi Agus Mumang, S.KM. 
20. Ikramullah, S.K.G. 
21. Rezki H. Sandi, S.Si 
C. DEPARTEMEN SOSIAL KESEHATAN  
1. dr. Rudianto Joto, M.Kes. (Ketua) 
2. Muh. Asrul Darul, S.Farm.,Apt. 
3. Syahrul Ropu 
4. Marzuki 
5. Bara, S.E. 
6. Khairul Hardi 
7. Faizal Apriyanto Natsir, S.Kep,Ns. 
8. Aswad Ahmad, S.Pd.I. 
9. Ilham 
10. Abdullah 
11. Bakhtiar, A.Md.Kep. 
12. Muhammad Ilyas S.Kep. 
13. Amrul Yusnaini 
D. DEPARTEMEN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN 
MASYARAKAT  
1. Nasruddin Abdul Karim, A.Md. 
(Ketua) 
2. Andi Agusniawan 
3. Gifa Eriyanto, S.T. 
4. Danang Nugroho, A.Md. 
5. Muh. Fadly, S.T. 
6. Fitrah 
7. Aswadi Muhammad, A.Md. 
8. Aswin, S.Si. 
9. Muhtadyn Abdul Aziz 
10. Mahatir, S.Sos. 
11. Muhammad Arbiyansyah, 
S.Si. 
12. Munawir, S.T. 
13. Suryadi Abdul Rahman 
 
E. DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
1. Nasrul, S.Pd. (Ketua) 
2. Sapar, S.Si. 
3. Supri S, S.Pd., M.Si. 
4. Mursalim, S.Pd.I. 
5. Andi Asdar, S.Si. 
 
6. Muchammad Iqbal, S.H. 
7. Khaerul Amal, S.Pd. 
8. Sulfikar, S.Pd. 
9. Bustang, S.Pd. 
 
F. LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 
AL-QUR’AN :  
1. Muhammad Hamzah, A.Md. (Ketua) 
2. Amiruddin 
3. Ilham Idrus Tahir, S.Pi. 
4. Andi Akhiruddin, S.Pd. 
5. Abdurrahman Mujahid 
6. Trisno Wardi Putra, S.Sos., 
M.E.I. 
7. Rahmat Ashdanid, A.Md. 
8. Mustamin 
9. Moh. Syamsuddin Adonara, 
S.Pd.I. 




 10. Khaidil, S.Pd. 
G. DEPARTEMEN URUSAN CABANG   
1. Andi Irwanto, S.Pd.I. (Ketua) 
2. Muh. Takwa Sultan 
3. Hidayat, S.Pd. 
4. Syamsuddin Munandar 
5. Muh. Ruslan, S.Si. 
6. Andi 
7. Khidir Pua Mbusa, S.Farm. 
8. Subhan F. Silla 
9. Muh. Nursil Ardiansyah, 
A.Md. 
H. DEPARTEMEN EKONOMI   
1. Amar Ma'ruf, S.E. (Ketua) 
2. Subandy Bachtiar 
3. Ahmad Sirajuddin 
4. Aswinsyah, S.Pi. 
5. Sahir Abu Abdillah 
6. Nurdin Baharuddin, S.Pd. 
7. Jusman 
8. Ali Murtado 
9. Mustari 
10. Muh. Al Jalil, S.E.I. 
I. BIRO ADMINISTRASI DAN UMUM 
1. Muhammad Jasman (Ketua) 
2. Susanto, S.Pd. 
3. Noerdyono Kadir Yahya 
 
B. Pandangan Ormas Islam Terhadap Muslim Yang Memilih Pemimpin 
Non Muslim Sebagai Pemimpin 
1. Nahdlatul Ulama 
Dalam Keputusan Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi’iyyah NU XXX 
NU Di PP Lirboyo Kediri Jawa Timur Tanggal 21-27 November 1999 yang 
mempertanyaan Bagaimana hukum orang Islam mengusahakan urusan kenegaraan 
kepada orang non Islam? Jawaban, Orang Islam tidak boleh mengusahakan urusan 
kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat.8 
K.H. Baharuddin Hs yang merupakan Rais Syuriah PCNU kota Makassar 
berpendapat tentang hukum bagi seorang muslim yang memilih non muslim 
sebagai pemimpin adalah dilarang dengan catatan apabila hukum Negara tersebut 
                                                          
8Tim PW LBM NU Jawa Timur, NU menjawab problematika ummat; keputusan bahtsul 
masail PWNU Jawa timur, (cet 1; jawa timur: PW LBM NU Jawa timur, 2015).  h. 72. 




diberlakukan hukum islam seperti yang terjadi di zaman nabi dan khulafaur 
rasyidin, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dalam konteks Negara Indonesia 
tidak serta merta harus mengatakan seorang muslim harus memilih non muslim 
sebagai pemimpin, hal ini dikarenakan semua warga Negara Indonesia memiliki 
hak memilih dan dipilih atau dengan kata lain berhak menduduki sebuah jabatan. 
Namun hal tersebut hanya berlaku dalam tingkatan daerah dan lingkup pekerjaan 
saja, dalam kepemimpinan tingkat nasional seperti halnya memilih kepala Negara 
K.H. Bahar  mengemukakan ketidak setujuannya terhadap pendapat yang 
membolehkan memilih kepala Negara dari golongan non muslim, disebabkan 
masih banyaknya muslim yang memiliki figur pemimpin yang adil, amanah, dan 
baik. 
Dalam pandangan K.H. Bahar faktor penyebab masyarakat muslim 
memilih non muslim sebagai pemimpin disebabkan oleh adanya pengaruh media, 
dimana masyarakat lebih sering dipertontonkan dengan kasus-kasus yang 
melibatkan orang Islam itu sendiri, lebih tegas beliau mengatakan bahwa dewasa 
ini penilaian masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin itu lebih kepada apa 
yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, karena pada dasarnya manusia 
belum mampu melihat apa yang tersirat dalam hati seseorang. Seperti yang telah 
disebutkan, banyaknya kasus-kasus seperti kasus korupsi dan sebagainya yang 
menjerat muslim didalamnya, ini menunjukkan bahwa banyak orang yang 
mengaku muslim namun tidak mencerminkan akhlaq seorang muslim dan dapat 
mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap umat Islam itu sendiri, sedangkan 
di sisi yang lain dari kalangan Non muslim media mempelihatkan figur pemimpin 




yang baik, jujur dan dinilai amanah, hal inilah yang dapat menyebabkan adanya 
seorang muslim yang memilih non muslim sebagai pemimpin.9 
Sedangkan H. Saifullah Rusmin Lc. M.Th.i mengatakan bahwa dalam 
konteks kepemimpinan umum seperti kepala Negara atau kepala daerah 
seharusnya seorang muslim memilih muslim sebagai pemimpinnya, pendapat ini 
hanya berlaku apabila suatu negara atau suatu daerah yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam, apabila disuatu Negara atau di suatu daerah 
tersebut umat Islam posisinya sebagai minoritas, sepanjang tidak ada calon yang 
berasal dari umat islam maka diperbolehkan memilih non muslim sebagai 
pemimpin dengan melihat besarnya kemashlahatan yang akan diberikan kepada 
umat Islam apabila dia terpilih, seperti hal nya umat Islam yang berada di 
Amerika atau umat Islam yang berada di Papua dan daerah-daerah yang mayoritas 
penduduknya non muslim, beliau juga menambahkan dalam satu kasus, tidak 
salah jika partai politik Islam yang mendukung non muslim sebagai calon 
pemimpin kepala daerah, selain itu dalam hal kepemimpinan khusus yang varsial 
seperti kepala bidang, direktorat jendral, kepala-kepala dinas dan lainnya boleh 
saja di duduki oleh seorang non muslim. Menurut beliau faktor penyebab seorang 
muslim memilih non muslim sebagai pemimpin disebabkan tidak fahamnya umat 
terhadap perannya sebagai umat islam, yang dimaksud peran sebagai umat islam 
dalam hal kepemimpinan adalah memilih sesama muslim sebagai pemimpin, 
faktor selanjutnya adalah pola fikir yang salah, yang memisahkan antara agama 
dan pemerintahan, dan adanya orang-orang yang menggunakan dalil-dalil umum 
                                                          
9K.H. Baharuddin HS, Rais Syuriah PCNU Kota Makassar, wawancara, Makassar, 06 juli 
2017. 




untuk melegalkan pendapatnya dalam hal kepemimpinan, menurut beliau faktor 
inilah penyebab masyarakat muslim memilih non muslim sebagai pemimpin.10 
Pendapat berikutnya dikemukakan oleh H. Nur Halik S.sos. M.A, yang 
menjabat sebagai wakil ketua tanfidziyah PCNU Kota Makassar mengatakan 
bahwa hukum bagi muslim yang memilih non muslim sebagai pemimpin adalah 
tidak diperkenankan (haram). Baik dalam tingkatan nasional dan tingkatan daerah 
beliau mengatakan bahwa lebih baik nya seorang muslim memilih muslim sebagai 
pemimpinnya. Karena menurut beliau sebaik-baik nya orang non muslim mereka 
tidak akan pernah senang sampai kamu mengikuti ajaran mereka, yang menjadi 
dasar pendapat ini adalah firman allah swt dalam surat al-baqarah ayat 120, beliau 
juga menambahkan argumennya dengan penganalogian sebaik-baik jin adalah 
sejahat-jahat manusia, dua hal ini lah yang menjadi landasan wakil ketua 
tanfidziyah PCNU Makassar tersebut mengatakan untuk tidak memilih non 
muslim sebagai pemimpin selain dari firman allah swt yang secara jelas melarang 
memilih pemimpin non muslim. Namun dalam hal pekerjaan menurut beliau 
diperbolehkan seorang muslim dipimpin oleh non muslim sepanjang mereka tidak 
mengancam keamanan jiwa dan merusak aqidah.  
H. Nur Halik menyebutkan faktor penyebab seorang muslim memilih non 
muslim sebagai pemimpin yaitu: pertama: faktor politik, kedua: lemahnya iman 
dan ketiga: kurangnya pengetahuan11. 
 
                                                          
10H. Saifullah Rusmin. Lc. M.Th.i, Katib Syuriah PCNU Kota Makassar, wawancara, 
Makassar, 07 juli 2017.   
11H. Nur halik, S.Sos. M.A. Wakil ketua Tanfidziyah PCNU kota makassar, wawancara, 
Makassar, 06 juli 2017. 





Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam sidangnya pada hari Jum’at, 12 
Zulkaidah 1430 H / 30 Oktober 2009 seputar Memilih Partai Politik dan Calon 
Legislatif butir 3 menyebutkan, Perkembangan politik di Indonesia memang 
berjalan sangat dinamis. Saat ini, masyarakat tidak lagi memilih wakil rakyat 
dengan memilih partainya, melainkan langsung memilih orang yang mengajukan 
diri menjadi Calon Legislatif melalui partai-partai politik. Calon legislatif atau 
calon wakil rakyat adalah salah satu bagian dari kepemimpinan. Dalam memilih 
calon pemimpin, tentu umat Islam harus mempertimbangkannya masak-masak, 
tidak boleh gegabah. Apalagi hanya memandang status, pekerjaan dan aktifitasnya 
selama ini. Syarat utama seorang pemimpin yang layak dipilih adalah Muslim. 
Drs. M. Nurdin Massi, M.Pd.i. ketua pimpinan daerah muhammadiyah 
kota Makassar berpendapat tentang hukum bagi seorang muslim yang memilih 
non muslim sebagai pemimpin adalah haram, lebih lanjut beliau menjelaskan 
bahwa tidak didapati satupun firman allah swt dan hadits  Rasulullah saw yang 
membolehkan seorang muslim memilih non muslim sebagai pemimpin, karena 
pada dasarnya semua larangan adalah haram kecuali ada yang membolehkannya. 
Dengan dasar inilah beliau mengemukakan pendapatnya tentang haramnya 
memilih non muslim sebagai pemimpin, Pengharaman tersebut berlaku dalam 
tingkatan nasional (kepala Negara) maupun daerah seperti gubernur, walikota, 
bupati, camat, dan kepala desa. Namun dalam kepemimpinan sektor seperti 
mentri, kepala-kepala dinas atau direktorat jendral maupun pimipinan sektor 
lainnya boleh di duduki oleh non muslim, karena pada hakikatnya pimpinan 




sektor harus diambil oleh orang yang ahli dibidangnya. Dalam hal pemimpin 
sebagai pengambil kebijakan seperti kepala Negara dan kepala daerah, seorang 
muslim boleh memilih non muslim sebagai pemimpin jika situasinya 
memaksakan umat islam untuk memilihnya, seperti penduduk dalam suatu Negara 
mayoritas non muslim maka diperbolehkanlah seorang muslim memilih non 
muslim sebagai pemimpin atau situasinya non muslim mengancam keselamatan 
umat islam jika tidak memilihnya sebagai pemimpin. Menurut beliau faktor 
penyebab seorang muslim memilih non muslim sebagai pemimpin adalah karena 
adanya faktor tekanan dari non muslim, faktor selanjutnya adalah persoalan 
ekonomi dan faktor kemunafikan.12 
Pendapat tentang pengharaman memilih non muslim sebagai pemimpin 
juga dipaparkan oleh K.H. Muh. Said Abdul Shamad. Lc. Yang merupakan wakil 
ketua pimpinan daerah muhammadiyah kota Makassar bidang Tarjih, lebih lanjut 
beliau menjelaskan penyebab diharamkannya seorang muslim memilih non 
muslim sebagai pemimpin dikarenakan seorang pemimpin akan mengarahkan 
orang yang dipimpinnya, sudah barang tentu seorang pemimpin yang berasal dari 
kalangan non muslim akan mengarahkan sesuai dengan aqidahnya (agamanya) 
atau minimal dapat melemahkan keimanan orang yang dipimpinnya, karena 
menurut beliau seorang non muslim tidak akan pernah senang terhadap umat 
islam sehingga umat islam itu mengikuti agama non muslim tersebut, hal ini 
berdasarkan firman allah swt dalam al-quran surat al-baqarah ayat 120. Selain itu 
dalam kedudukannya sebagai hamba allah swt, umat islam lebih mulia daripada 
                                                          
12Drs. M. Nurdin Massi. M.Pd.I. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Makassar, wawancara, Makassar, 10 Juli 2017. 




non muslim, argumentasi inilah yang memperkuat keyakinan wakil ketua PDM 
kota Makassar ini tentang haramnya memilih non muslim sebagai pemimpin 
selain dari dalil-dalil yang dengan jelas hukum pengharamannya. Selanjutnya 
beliau menambahkan tentang factor penyebab non muslim dipilih oleh muslim 
sebagai pemimpin adalah kurangnya pengetahuan umat terhadap ilmu agama, 
factor kedua adalah materi untuk mendapatkan uang, selanjutnya dikarenakan 
hubungan emosional antara non muslim dan muslim sehingga muslim tersebut 
memilih non muslim sebagai pemimpin, factor berikutnya adalah kesalah fahaman 
umat islam dalam menilai negatif pemimpin yang berasal dari kalangan umat 
islam.13 
  K.H. Mujahid Abdul Jabbar Lc. M.Ag.  yang merupakan wakil ketua 
pimpinan daerah muhammadiyah (PDM) kota makassar bidang sosial dan 
lingkungan mengemukakan pendapatnya tentang hukum bagi seorang muslim 
yang memilih non muslim sebagai pemimpin adalah haram. Pengharaman tersebut 
berlaku baik dalam tingkatan nasional maupun daerah, menurut beliau seorang 
muslim akan berdosa apabila memilih non muslim sebagai pemimpinnya, beliau 
mengumpakan memilih seorang pemiimpin sama dengan memilih imam ketika 
akan melaksanakan salat, imam dalam salat tidak boleh dari golongan non 
muslim, sama halnya imam (pemimpin) dalam suatu negara atau suatu daerah 
tidak boleh dari kalangan non muslim, dalam hal pekerjaan beliau mengatakan 
bahwa haram memilih non muslim sebagai pimpinan dalam pekerjaan, namun 
apabila pekerjaan tersebut atau perusahaan tersebut dimiliki dan di pimpin oleh 
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non muslim maka diperbolehkan sepanjang mereka tidak mengganggu dalam hal 
aqidah. Adapun faktor penyebab muslim memilih non muslim sebagai pemimpin 
adalah ketidak tahuan atau ketidak fahaman umat terhadap dalil-dalil tentang 
haramnya memilih pemimpin ditambah lagi banyaknya pendapat tentang dalil-
dalil tersebut, faktor selanjutnya adalah unsur kemunafikan, beliau menjelaskan 
tentang kemunafikan yang dimaksud adalah ketika seorang muslim membela 
orang kafir khususnya dalam hal kepemimpinan, dan faktor yang terakhir adalah 
faktor money politik (politik uang).14 
 Pendapat selanjutnya disampaikan oleh K.H. Sudirman S.Ag. yang 
merupakan wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah kota Makassar bidang 
dakwah. Beliau berpendapat, hukum bagi seorang muslim yang memilih non 
muslim sebagai pemimpin adalah Haram, beliau menjelaskan alasannya mengenai 
keharaman tersebut. Pada dasarnya firman allah swt telah memberikan petunjuk 
kepada umat islam agar tidak memilih non muslim sebagai pemimpinnya, 
berdasarkan sejarah kepemimpinan islam tidak pernah didapatkan pemimpin umat 
islam berasal dari golongan non muslim dan sudah pasti kepemimpinan tersebut 
diduduki oleh kalangan umat islam itu sendiri, namun apabila tidak ada satu calon 
pun yang berasal dari kalangan umat islam maka menurutnya diperbolehkan 
memilih non muslim sebagai pemimpin dengan melihat sifat keadilan dan 
kemashlahatan yang akan diberikan kepada umat islam apabila dia terpilih. 
Didalam sebuah kepemimpinan, seorang pemimpin bukan hanya mengatur dalam 
hal keduniaan tetapi juga berkaitan dengan urusan akhirat, karena seorang 
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pemimpin akan mengarahkan orang yang dipimpinnya berdasarkan dasar 
keagamaan pemimpin terebut, sudah pasti non muslim akan mengarahkan umat 
islam kearah agama non muslim sehingga umat islam akan mengikuti agamanya. 
Pengharaman tersebut berlaku baik dalam tingkatan nasional, daerah maupun 
orang-orang pembuat undang-undang seperti dewan perwakilan rakyat, lebih 
lanjut beliau menjelaskan bahwa seseorang pembuat undang-undang seperti 
anggota dewan perwakilan rakyat harus merujuk kepada aturan dasar yaitu al-
quran dan hadits, seorang non muslim tidak akan pernah menggunakan al-quran 
dan hadis dalam mengambil rujukan, dengan demikian seharusnya pembuat 
undang-undang berasal dari kalangan umat islam, hal ini berdasarkan firman allah 
swt dalam surat al-maidah ayat 44, 45 dan 47. Akan tetapi dalam hal pekerjaan 
pemimpin dalam perusahan boleh berasal dari kalangan non muslim sepanjang 
tidak mengancam dan merusak aqidah orang yang dipimpinnya. Factor penyebab 
seorang muslim memilih non muslim adalah pertama: tidak mengetahui perintah 
untuk tidak memilih  non muslim sebagai pemimpin, kedua: dia mengetahui 
perintah allah untuk tidak memilih non muslim sebagai pemimpin namun tidak 
konsisten terhadap agamanya sendiri, ketiga: hubungan emosional yang terbangun 
diantaranya atau hubungan yang  terbangun disebabkan partai, keempat: factor 
ekonomi.15 
3. Wahdah Islamiyah 
Dalam himpunan keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah secara spesifik 
tidak ada membahas hukum memilih non muslim sebagai pemimpin, namun 
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secara umum tentang hukum ikut serta dalam pemilu dan menjadi anggota 
parlemen, bahwa barang siapa yang memiliki pemahaman yang dalam tentang 
islam, iman yang kuat, keislaman yang terbentengi, pandangan yang jauh 
kedepan, kemampuan retorika yang baik serta mampu memberikan pengaruh 
kearah yang islami maka ia boleh berbaur dengan partai-partai tersebut yang lebih 
dekat dengan al-haq. Dan adapun yang tidak memiliki iman dan pertahanan 
seperti itu dikhawatirkan ia akan terpengaruh bukan memberikan pengaruh maka 
hendaknya ia meninggalkan partai-partai tersebut demi melindunginya dari fitnah 
dan menjaga agamanya.16 
Menurut H. fadlan Akbar. Lc. M.H.I yang merupakan ketua Dewan Pimpinan 
Daerah Wahdah Islamyiah kota Makassar, beliau berpendapat, Hukum memilih 
non muslim sebagai pemimpin adalah haram. pada dasarnya allah swt dalam 
firman-firmannya telah memberikan umat islam petunjuk untuk tidak memilih 
non muslim sebagai pemimpin. Baik dalam memilih kepala Negara dan kepala 
daerah maupun pimpinan-pimpinan dalam kenegaraan, umat islam dilarang 
memilih non muslim sebagai pemimpin. Lebih jelas beliau menjelaskan mengenai 
keharaman memilih non muslim sebagai pemimpin, karena dalam kepemimpinan 
terkecil pun yakni kepemimpinan dalam keluarga saja tidak diharamkan seorang 
muslimah memilih non muslim sebagai suaminya apalagi kepemimpinan dalam 
cakupan yang lebih luas seperti kepala Negara ataupun kepala daerah, bahkan 
sebaiknya dalam hal pekerjaan pun seorang muslim jangan sampai dipimpin oleh 
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non muslim, namun jika situasinya memaksakan maka dibolehkan lah seorang 
non muslim menjadi pemimpin tetapi dalam konteks pekerjaan saja. Ada beberapa 
factor penyebab, pertama: kejahilan (kebodohan) terhadap memilih pemimpin, 
ketidak fahaman atau ketidak tahuan umat duduk persoalan mengenai 
kepemimpinan dalam al-quran dan as-sunnah, kedua: tertipu dengan keberhasilan 
non muslim dalam hal keduniaan, ketiga: tertipu dengan slogan lebih baik 
dipimpin oleh non muslim yang baik daripada dipimpin muslim yang zhalim, 
menurut beliau slogan ini adalah slogan iblis yang dapat menyesatkan umat.17 
Pendapat berikutnya disampaikan oleh Syaibani Mujiono, S.Sy. yang 
merupakan sekertaris jendral Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, menurut 
beliau hukum seorang muslim yang memilih non muslim sebagai pemimpin 
adalah haram. Selain dari dalil-dalil tentang pengharaman memilih non muslim 
sebagai pemimpin beliau juga mengumpamakannya dengan pemimpin dalam 
rumah tangga yang cakupan nya lebih kecil apalagi yang cakupan lebih besar 
seperti pemimpin dalam sebuah Negara ataupun daerah. suatu kepemimpinan 
bukan hanya mengenai urusan dunia saja namun juga berkaitan dengan urusan 
akhirat, berdasarkan sabda rasulullah saw yang menjelaskan bahwa pada dasarnya 
seseorang itu tergantung agamanya, dan seseorang itu akan mengarahkan 
sesuatunya terhadap agama yang dia anut. Pendapat tentang pengharaman dalam 
memilih pemimpin berlaku baik dalam tingkatan nasional maupun di tingkatan 
daerah sepanjang masih didapatkan calon yang berasal dari kalangan umat islam, 
dan jika calonnya semua bersal dari kalangan non muslim, umat islam dianjurkan 
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untuk memilih non muslim yang lebih banyak memberikan manfaat kepada umat 
islam, dalam hal pekerjaan, dalam pandangannya lebih baik seorang muslim 
memilih perusahaan yang dipimpin oleh seorang muslim pula dan tidak memilih 
perusahaan yang dipimpin oleh non muslim, beliau juga menganjurkan agar 
seorang muslim membuka usaha sendiri dari pada harus dipimpin oleh seorang 
non muslim. Berikut akan dipaparkan factor-faktor yang menyebabkan seorang 
muslim memilih non muslim sebagai pemimpin, pertama: kurangnya pemahaman 
umat islam terhadap al-quran dal hadits, kedua: perbedaan pendapat tentang 
pengahraman memilih non muslim sebagai pemimpin, karena bagi sebagian 
pendapat boleh memilih non muslim sebagai pemimpin.18 
Selanjutnya pendapat dari anggota dewan syariah Dewan pimpinan pusat 
wahdah islamiyah yang disampaikan oleh H. Kasman Bakry, S.H.I. M.H.I. 
menurutnya hukum memilih non muslim sebagai pemimpin adalah haram ketika 
kedudukan umat islam dalam Negara tersebut atau dalam sebuah daerah adalah 
mayoritas, namun ketika umat islam sebagai minoritas dalam suatu Negara atau 
daerah, maka umat islam diperbolehkan memilih non muslim sebagai pemimpin. 
Pembolehan ini berdasarkan hadits rasulullah saw yang memerintahkan umat 
islam untuk berhijrah ke nigeria yang dipimpin oleh raja habsyi yang merupakan 
seorang non muslim (nasrani), besarnya manfaat yang akan didapatkan umat islam 
ketika berada dibawah kepemimpinan raja habsyi yang terkenal adil juga 
merupakan negara yang aman dan damai menyebabkan rasulullah saw 
memerintahkan umat islam untuk berhijrah ke Nigeria hingga dua kali proses 
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hijrah yang mana hijrah pertama dipimpin oleh usman bin affan dan yang kedua 
dipimpin oleh ja’far bin abi thalib.  
Pengharaman memilih non muslim sebagai pemimpin hanya berlaku dalam 
pemerintahan sebuah Negara atau daerah, namun dalam hal pekerjaan, seorang 
muslim diperbolehkan dipimpin oleh non muslim. Factor penyebab seorang 
muslim memilih non muslim sebagai pemimpin adalah, pertama: ketidak puasaan 
umat islam terhadap kepemimpinan umat islam itu sendiri, kedua: factor 
subjektifitas umat islam terhadap pemimpin muslim, laju teknologi informasi 
dinegara Indonesia yang menggambarkan pemimpin muslim terjerat kasus 
korupsi, penggelapan dana dan sebagainya menyebabkan umat islam enggan 
untuk memilih non muslim sebagai pemimpinnya, padahal informasi yang 
didapatkan tersebut hanya terjadi dibeberapa daerah saja, sedangkan di daerah-
daerah lainnya masih banyak figur pemimpin adil dan jujur yang berasal dari 
kalangan umat islam.19  
Pendapat yang sama tentang pengharaman memilih non muslim juga 
disampaikan oleh Sofyan Nur, Lc. M.Ag. yang merupakan anggota dewan syariah 
Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, namun dalam pandangannya factor 
penyebab seorang muslim memilih non muslim sebagai pemimpin adalah, 
pertama: ketidak fahaman umat islam terhadap ajaran agamanya, kedua: adanya 
opini negative yang mucul dari media.20  
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C. Pandangan Ormas Islam Terhadap Pemimpin Non Muslim. 
1. Nahdlatul Ulama 
Menurut K.H. Baharuddin HS, jika dalam sebuah Negara yang mayoritas 
penduduknya adalah muslim kedudukan non muslim sama dengan umat muslim 
lainnya dalam hal kemasyarakatan, namun dalam konteks kepemimpinan, muslim 
tidak diperkenankan untuk memilih non muslim sebagai pemimpin menjadi 
kepala negara, namun di dalam kepemimpinan disuatu daerah beliau berpendapat 
bahwa kepala daerah boleh saja dijabat oleh seorang non muslim sepanjang non 
muslim tersebut mampu berlaku adil, karena bagi beliau kriteria yang utama yang 
harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah Adil, dengan adanya sifat adil dalam 
diri seorang pemimpin maka tidak akan ada keberpihakan dengan golongan 
apapun dan siapapun, kriteria pemimpin selanjutnya adalah keimanan dan 
ketaqwaan seorang pemimpin tersebut. Beliau mengartikan kata  ءﺎﯿﻟوا  yang 
terdapat dalam alquran, beliau memaknainya sebagai “teman”, menurut beliau 
yang dimaksud dengan ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilihan 
pemimpin, hanya sebatas seorang teman. P20 F21 
Sedangkan menurut H.Saifullah Rusmin. Lc. M.Th.i kriteria seorang 
pemimpin adalah keimanan, keimanan yang dimaksud adalah keimanan seorang 
muslim, kemudian mampu mengemban amanah yang diberikan masyarakat 
kepadanya, selain itu seorang pemimpin sedapat mungkin bisa memiliki prinsip 
kepemimpinan seperti yang dicontohkan oleh rasulullah saw, dengan demikian, 
tidak ada tempat bagi seorang non muslim untuk menjadi pemimpin. menurut 
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beliau kedudukan non muslim dalam pandangan islam, jika dalam hal 
kemasyarakatan maka seorang muslim seharusnya menerima non muslim sebagai 
saudaranya, karena menurut beliau seorang muslim dan non muslim dalam suatu 
Negara adalah saudara (  ﺔﯿﻨطﻮﻟا ناﻮﺧ ا) , harus saling menghormati dan saling 
menghargai, bahkan rasulullah saw melarang umat islam untuk memerangi non 
muslim yang tidak mengusir kamu dari Negara kamu atau tidak memerangi kamu, 
dan jika non muslim hidup dalam kalangan masyarakat yang mayoritasnya adalah 
muslim maka seorang muslim wajib hukumnya untuk melindungi non muslim 
tersebut. Namun dalam hal pengangkatan pemimpin tidak ada kesempatan bagi 
seorang muslim untuk menjadi pemimpin terlebih jika masyarakatnya mayoritas 
umat islam. P21F22 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh H. Nur halik S.Sos. M.A. 
mengenai kriteria seorang pemimpin harus beraqidah islam dan memiliki sifat-
sifat kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw yaitu siddiq, amanah, 
tabligh, fathonah. Dengan demikian tidak ada kesempatan bagi seorang non 
muslim untuk menjadi seorang pemimpin bahkan dalam tingkatan terkecilpun 
seperti RT, seorang non muslim tidak dapat dijadikan pimpinan, terlebih lagi 
dalam kepemimpinan nasional. Kedudukan non muslim dalam pandangan beliau 
adalah sama sebagai hamba allah atau besaudara dalam kemanusiaan (ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ناﻮﺧا) 
,beliau juga memaparkan kisah nabi saw yang berdiri ketika melihat iringan 
jenazah sedang lewat, kemudian sahabatnya bertanya, ya rasulullah kenapa 
engkau berdiri sedangkan dia adalah seorang yahudi?, lalu rasulullah saw 
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menjawab, aku menghargainya bukan karena agamanya melainkan manusianya. 
pada dasarnya non muslim dan muslim merupakan ciptaan allah swt dan saling 
membutuhkan penghargaan dari manusia lainnya, penghargaan yang dimaksud 
adalah penghargaan umat islam kapada non muslim harus sama ketika berhadapan 
dengan sesama muslim dalam hal kemasyarakatan, namun dalam hal 
kepemimpinan tidak ada penghargaan yang harus diberikan bagi calon yang 
berasal dari kalangan non muslim.23 
2. Muhammadiyah 
Manurut H. Nurdin massi kriteria seorang pemimpin adalah kejujuran, 
transparan dan memiliki kecerdasan yakni mampu mengambil keputusan yang 
tepat dalam setiap permasalahan yang ada dalam Negara. Selain itu beliau juga 
menyampaikan kedudukan seorang non muslim dalam pandangan islam 
merupakan hamba ciptaan allah swt yang menjadi ujian atau cobaan bagi umat 
islam dalam menyampaikan dakwah kebenaran agama islam, jika seandainya pun 
mereka tidak menerima dakwah yang disampaikan umat islam, kita tetap harus 
menghormatinya. Dan umat islam wajib melindungi non muslim sepanjang 
mereka tidak mengancam keamanan dan ketertiban serta jiwa umat islam itu 
sendiri, bahkan dalam bertetanggapun seorang non muslim memiliki hak dari 
umat islam dan dapat menerima zakat apabila didaerah pembagian zakat tersebut 
terdapat non muslim yang miskin.24 
                                                          
23H. Nur halik, S.Sos. M.A. Wakil ketua Tanfidziyah PCNU kota makassar, wawancara, 
Makassar, 06 juli 2017.  
24Drs. M. Nurdin Massi. M.Pd.I. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Makassar, wawancara, Makassar, 10 Juli 2017. 




Pendapat berikutnya dipaparkan oleh K.H. Mujahid, kriteria seorang 
pemimpin adalah harus memiliki keimanan dalam pengertian keimanan umat 
islam, amanah dan bersifat adil. Dengan demikian seorang non muslim walaupun 
dalam pandangan orang banyak dia merupakan orang yang amanah dan mampu 
bersifat adil, tetap saja dia tidak boleh dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. 
Menurut beliau kedudukan non muslim dalam pandangan islam adalah sama 
dalam hal kemasyarakatan, umat islam harus menunjukkan akhlak yang baik 
kepada non muslim, beliau menceritakan sebuah riwayat, ketika seorang yahudi 
yang selalu mencaci maki rasulullah saw suatu ketika jatuh sakit, kemudian 
rasulullah pergi menjenguk pemuda yahudi tersebut dengan membawakannya 
buah-buahan, akhlak yang seperti inilah yang harus ada pada masyarakat muslim 
ketika hidup bermasyarakat dengan non muslim.25 
Sedangkan menurut K.H. Said Abdul shomad Lc, kriteria seorang 
pemimpin dalam islam adalah beriman yaitu orang yang melaksanakan salat, 
mengeluarkan zakat dan tunduk dan patuh terhadap peraturan agama, hal ini 
berdasarkan firman allah swt dalam surat almaidah ayat 54-56, selain itu seorang 
pemimpin juga harus memiliki kemampuan atau kecerdasan dalam mengelola 
Negara dan memiliki kekuatan jasmani dan rohani serta mampu amanah dalam 
menjalankan kepemimpinannnya. 
Kedudukan non muslim dalam pandangan islam harus melakukan interaksi 
yang baik kepada non muslim sepanjang mereka tidak mengancam kehidupan 
umat islam, dengan demikian dalam kehidupan bermasyarakat muslim 
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seyogyanya melakukan kebaikan kepada non muslim, namun dalam agama tidak 
ada persamaan terhadap non muslim, hal tersebut berdasarkan firman allah swt 
dalam alquran surat al-kafirun.26 
Menurut K.H. Sudirman seorang sebuah kepemimpinan seorang pemimpin 
harus memiliki kriteria dalam dirinya yaitu keimanan, menurutnya keimanan 
dalam diri seorang pemimpin harus ada karena pada hakikatnya seberapa 
besarpun rasa keadilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin jika didalam dirinya 
tidak ada tameng agama maka tidak akan pernah sama dengan kezaliman yang 
dilakukan oleh orang yang beriman. berilmu, seorang pemimpin harus memiliki 
kecerdasan dan pengetahuan dalam dirinya terlebih ilmu agama dan ketata 
negaraan. Memiliki kekuatan fisik yaitu sehat dalam jasmani maupun rohani. 
Amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan mampu berlaku adil 
dalam menjalankan pemerintahan.  
Kedudukan non muslim dalam pandangan islam adalah orang-orang yang 
dilindungi, dijaga dan dibela, dengan adanya perlindungan penjagaan dan 
pembelaan maka umat islam berhak mengambil uang perlindungan terhadap non 
muslim.27 
3. Wahdah Islamiyah 
Menurut ustadz syaibani kedudukan non muslim dalam islam diatur dalam 
agama yaitu muslim tidak boleh memakasa non muslim untuk menganut agama 
islam hal ini berdasarkan firman allah swt dalam al-quran surat al-kafirun, dengan 
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demikian dalam perbedaan agama tidak ada alasan seorang muslim untuk tidak 
menghargai agama yang dianut oleh umat agama lain, islam mengkategorikan 
kafir menjadi tiga bagian yaitu pertama, kafir harbi adalah non muslim yang 
memerangi umat islam, kedua adalah kafir zimmi yaitu non muslim yang hidup 
berdampingan dengan umat islam dan tidak memerangi atau mengancam 
kehidupan umat islam, ketiga, kafir muaahad yaitu non muslim yang terikat 
perjanjian dengan orang islam, dari tiga macam tersebut hanya kafir zimmi dan 
muaahad lah yang harus kita hormati, melakukan interaksi yang baik dan jaga 
kehidupannya jika mereka dalam kesulitan.  
kriteria seorang pemimpin adalah baligh, berakal, memiliki kapabilitas 
dalam menjalankan pemerintahan, memiliki sifat adil dalam dirinya, memiliki 
ilmu dan pengetahuan yang luas serta memiliki fisik yang kuat dan sehat  jasmani 
dan rohani, namun yang terpenting dari kriteria tersebut adalah keimanan karena 
dengan keimanan yang kuat semua kriteria yang telah disebutkan akan dapat 
terpenuhi.28 
Menurut ustadz Fadlan Akbar kedudukan non muslim dalam pandangan 
islam non muslim merupakan objek dakwah yang mana seluruh umat islam 
berkewajiban untuk menyampaikan risalah kebenaran yang dibawa oleh nabi 
Muhammad saw dengan cara yang santun dan bijaksana, dan dalam kehidupan 
bermasyarakat umat islam diperbolehkan interaksi yang baik kepada non muslim 
dan hendaknya berbuat adil kepada non muslim. 
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Kriteria seorang pemimpin dalam islam adalah beriman kepada allah swt, 
kemudian keimanan itu di aplikasikan dalam wujud yang nyata seperti 
melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada allah swt dalam bentuk ibadah kepada 
allah swt dan keberpihakannya hanya kepada rasulullah saw dan orang-orang 
beriman dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan, hal ini berdasarkan 
firman allah swt dalam al-quran surat al-maidah ayat 56.29 
Pendapat selanjutnya disampaikan oleh ustadz kasman bakry, menurut 
beliau kedudukan non muslim dalam islam itu sangat jelas, non muslim (kafir) 
terbagi menjadi 4 bagian, pertama: kafir dzimmi adalah non muslim yang lahir, 
hidup berdampingan dengan kita umat islam serta mereka juga memiliki hak dan 
kewajiban yang sama dengan umat islam dalam hal bermuamalah yang 
membedakan hanyalah keimanan, bahkan dalam sebuah riwayat rasulullah saw 
pernah bersabda “siapa yang mengganggu kafir dzimmi berarti dia telah 
mengganggu diriku”. Kedua: kafir muahadah yaitu non muslim yang lahir di 
negeri luar namun Negara nya dengan Negara kita memiliki hubungan bilateral 
antara dua Negara maka kita berkewajiban memberikan keamanan dan perlakuan 
yang sama, contohnya warga Negara Australia datang ke Indonesia lengkap 
dengan passport dan berkas kedatangannya maka kita tidak diperbolehkan 
membunuh maupun mencederainya serta harus memeberikan perlakuan yang 
sama dengan mereka. Ketiga: kafir musta’mal yaitu non muslim yang dinegaranya 
sedang terjadi peperangan baik itu peperangan antara non muslim dan muslim 
maupun sesame non muslim kemudian dia lari kenegara kita untuk mencari 
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perlindungan dengan cara mengambil suaka politik dan pemerintah kita 
memberikan suaka politik tersebut kepadanya, maka kita berkewajiban 
memberikan hak dan perlakuan yang sama seperti muslim. Keempat: kafir harbi 
adalah non muslim yang  melakukan agresi militer atau penyerangan terhadap 
Negara kita, maka jika pemerintah kita memerintahkan untuk jihad karenanya 
maka kita berkewajiban atas itu dan diperbolehkan untuk menumpahkan darah 
mereka sesuai dengan aturan-aturan agama yang telah ditentukan. 
Beliau mengkategorikan kriteria seorang pemimpin menjadi dua kategori. 
Pertama: istiqamatuddin yaitu seseorang yang memiliki pemahaman yang kuat 
dalam syariat agamanya atau yang sering dikenal dengan sebutan hukum islam. 
Kedua: istiqamatulmuru’ah yaitu memiliki pemahaman mengenai adat istiadat 
dalam sebuah daerah. Pada hakikatnya seorang pemimpin harus fakih (paham), 
fakih dalam persoalan hukum islam dan fakih dalam hukum sosialnya atau hukum 
adat.30 
Pendapatnya yang sama seperti yang disampaikan oleh ustadz kasman 
bakry  mengenai kedudukan non muslim dalam islam juga disampaikan oleh 
ustadz sofyan nur dan beliau menambahkan bahwa kedudukan non muslim akan 
lebih dimuliakan apabila syariat islam ditegakkan dalam Negara, dalam sejarah 
kepemimpinan yang di kuasai oleh umat islam sama sekali tidak pernah didapati 
penyelewangan atau tindakan diskriminatif bagi non muslim kecuali bagi kafir 
harbi. 
                                                          
30H. Kasman Bakry, S.H.I. M.H.I. Anggota Dewan syariah Dewan Pimpinan Pusat Wahdah 
Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19 Juli 2017. 




Idealnya kriteria seorang pemimpin bukan hanya beriman kepada allah 
swt, memiliki pemahaman (ilmu) syariat dan pemerintahan yang baik juga 
memiliki fisik yang kuat, namun mampu berhukum dengan hukum islam.31 
D. Analisis Pemimpin Non Muslim Dalam Perspektif Ormas Islam 
Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berideologikan pancasila dan 
mengakui undang-undang dasar 1945 sebagai sumber hukum dalam hidup dan 
kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam perjalanannya sebagai suatu Negara, 
Indonesia tidak pernah membeda-beda kan antara umat yang satu dengan umat 
yang lainnya, suku yang satu dengan suku yang lainnya maupun perbedaan ras 
yang terdapat didalamnya, semua dipersatukan sebagai warga Negara Indonesia, 
dipersamakan dihadapan hukum, dan diberikan hak dan kewajibannya sebagai 
warga Negara, diantara hak yang ada pada warga Negara Indonesia adalah hak 
memilih dan dipilih seperti yang termaktub dalam pasal 23 ayat 1 dan pasal 43 
ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999, jadi sangat jelas bahwa tidak ada 
alasan untuk menolak pencalonan seorang non muslim dalam kontestasi 
pemilihan umum. Namun disisi lain ada pula undang-undang yang mengatur 
tentang pembatasan terhadap hak-hak tersebut seperti yang tercantum dalam 
undang-undang dasar 1945 pasal 28 j yang menyebutkan bahwa dalam 
menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang berkewajiban tunduk terhadap 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk 
menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan 
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pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis.  
Dengan demikian dapat difahami bahwa sangat jelas undang-undang mengatur 
hak dan kebebasan seseorang tanpa melihat identitas keagamaan, suku maupun ras 
yang terdapat dalam diri seseorang, namun dalam menjalankan hak dan kebebasan 
tersebut undang-undang juga mengatur pembatasan atas hal tersebut bahwa agar 
tidak terdapat perusakan terhadap hak dan kebebasan orang lain, maka, seluruh 
hak dan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang harus melihat sisi 
keadilan, norma dan nilai-nilai keagamaan yang di yakini oleh orang lain. Hal 
yang wajar jika terjadi perdebatan yang mendalam antara undang-undang yang 
mengatur hak dan kebebasan orang lain namun di dalam undang-undang dasar 
1945 juga memberikan pembatasan hak dan kebebasan tersebut berdasarkan nilai-
nilai agama, penulis memahami bahwa hal ini telah memenuhi amanat pancasila 
yang terdapat dalam sila pertama dan sila ke lima dalam pancasila. Indonesia 
mengakui keberagaman keyakinan penganut masing-masing agama, dan 
Indonesia tidak menerima warga yang tidak memiliki keyakinan agama, juga 
Negara menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan 
dalam hak dan kebebasan seseorang. 
Hadirnya organisasi kemasyarakatan (ORMAS) islam yang pada dasarnya 
untuk melakukan pengorganisasian terhadap pemahaman yang sama mengenai 
pemahaman keagamaan dan menyepakati dasar negara indonesia adalah Pancasila 
dan UUD 1945 yang menganut sistem demokratis dalam menjalankan 
pemerintahan. menurut hemat penulis dengan adanya lembaga kemasyarakatan, 




ini membuktikan walaupun terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan umat 
islam Indonesia yang tergabung di organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti 
Nahdlatul ulama’, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah bukan menjadi alasan 
terjadinya perpecahan dikalangan umat islam. Dan tidak pula kita bias napikan 
bahwa di masing-masing ormas memiliki prinsip-prinsip terhadap pengeluaran 
fatwa tentang permasalahan-permasalahan umat. 
Yang perlu kita lakukan hanyalah mampu menerima perbedaan tersebut, serta 
mendiskusikan regulasi-regulasi atau rumusan perundang-undang mengenai hal 
tersebut agar mampu meminimalisir perdebatan-perdebatan dikalangan 
masyarakat umum khsusunya ormas islam. Namun, hal itu bukan suatu alasan 
untuk menjadikan masyarakat kita terpecah belah, sebab, pancasila dalam sila 
ketiga mengamanatkan kepada kita agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan 








1. Dalam perspektif Tokoh Ormas Islam Terdapat perbedaan pendapat 
mengenai Hukum bagi seorang muslim yang memilih non muslim sebagai 
pemimpin, pendapat pertama yaitu haram bagi seorang muslim memilih 
non muslim sebagai pemimpin, pendapat kedua yaitu diperbolehkan bagi 
seorang muslim memilih non muslim sebagai pemimpin namun hanya 
dalam pemerintahan kepala daerah tidak dengan kepemimpinan nasional 
seperti presiden, pendapat ketiga: haram memilih non muslim sebagai 
pemimpin jika masyarakat dinegara tersebut mayoritas islam, jika 
masyarakatnya mayoritas non muslim dan apabila tidak terdapat satu calon 
pun yang berasal dari kalangan umat islam maka umat islam 
diperbolehkan memilih non muslim sebagai pemimpin dengan 
mempertimbangkan kemashlahatan yang akan didapatkan umat islam jika 
dia terpilih. Keempat: haram memilih non muslim sebagai pemimpin 
seperti kepala Negara ataupun kepala daerah namun dalam kepemimpinan 
sektor seperti kepala bidang, menteri maupun kepala-kepala dinas boleh 
dijabat oleh non muslim. 
2. Dalam perspektif Tokoh Ormas Islam Non muslim dalam islam 
kedudukannya sangat dihormati dan kita sebagai umat islam berkewajiban 
melakukan interaksi yang baik dan menunjukkan akhlak seperti akhlaknya 





umat islam atau melakukan konspirasi untuk memerangi umat islam. Karena pada 
dasarnya non muslim dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu kafir dzimmi, 
non muslim yang lahir dan hidup bersama dengan umat islam, kafir muahadah 
(memiliki hubungan bilateral antar dua Negara), kafir musta’mal, non muslim 
yang meminta perlindungan kepada umat islam disebabkan kerusuhan yang terjadi 
dinegaranya, dan terakhir kafir harbi, non muslim yang memerangi umat islam, 
diantara keempat kategori tersebut hanya kafir harbi yang boleh kita perangi 
dengan cara-cara yang dianjurkan oleh agama islam.  
B. Implikasi penelitian 
1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bahwa ulama 
berbeda pendapat mengenai hukum memilih non muslim sebagai 
pemimpin, dan baiknya agar para muballigh yang menyampaikan 
pendapat-pendapat mengenai memilih non muslim sebagai pemimpin 
tidak menimbulkan provokasi terhadap umat islam karena yang akan 
merasakan dampaknya juga umat islam itu sendiri. 
2. Dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya kita tetap menjaga hubungan 
baik antar umat beragama seperti yang diajarkan oleh agama kita juga 
kultur dan budaya yang sudah terpelihara sejak dulu, walaupun akan 
muncul perbedaan-perbedaan pendapat, namun hal itu bukan alasan untuk 
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